MATRIK TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL LAPORAN EVALUASI AKIP
BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2024

NO REKOMENDASI RENCANA AKSI TARGET WAKTU PENANGGUNG STATUS/PROGRES
PELAKSANAAN JAWAB

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1. |Melakukan perbaikan dokumen perencanaan Menyusun dokumen perencanaan |1 Dokumen Januari - Kepala Progres
pada setiap level organisasi dengan pada setiap level organisasi Renstra Agustus 2025 |Bapedalitbang
memperhatikan berbagai kaidah dalam dengan memperhatikan berbagai |Bapedalitbang
penyusunan dokumen perencanaan kinerja, kaidah dalam penyusunan 2025-2029
seperti memastikan kualitas indikator kinerja agarJdokumen perencanaan kinerja, (CASCADING)
memenuhl kriteria yang SMART (Specific, seperti memastikan kualitas
Achievable, Relevant, and Time bound) dan indikator kinerja agar memenuhl
cukup untuk mengawal tujuan dan sasaran kriteria yang SMART (Specific,
strategis. Achievable, Relevant, and Time

bound) dan cukup untuk
mengawal tujuan dan sasaran
strategis.

2. |Memanfaatkan analisa atas pencapaian target |Melakukan analisa terhadap 1 Dokumen LKJiP |TW | Kepala Tahun 2024
kinerja sebelumnya untuk menentukan target pencapaian target kinerja 2024 Bapedalitbang |selesai/Tahun
kinerja selanjutnya. Hal ini bertujuan agar target ]sebelumnya dan menyusun 2025 belum
kinerja yang ditetapkan dapat memenuhi kriteria Jrekomendasi berdasarkan analisa
relevant dan achievable serta menjadi saran dan |tersebut
masukan pengambilan kebijakan untuk perbaikan
perencanaan kinerja berikutnya.

3. [Mendorong pelaksanaan pemantauan dan Menyusun SOP pemantauan dan |2 Dokumen (SOP |Triwulan Il dan |Kepala Tahun 2024
evaluasi capaian kinerja secara berkala dan evaluasi kinerja dan Pemantauan dan |lI Bapedalitbang [selesai/Tahun
sistematis dengan berfokus tidak hanya pada mensosialisasikan untuk Notulensi Evaluasi 2025 belum
anggaran, namun juga pada kinerja, sehingga dilaksanakan Kinerja)
ketercapaian kinerja dapat dipantau dan konsiten
antara perencanaan, pengukuran dan capaian
kinerja dapat terjaga dengan baik.

4. IMendorong setiap unit kerja dan pegawai untuk |Sosialisasi agar unit kerja dan 1 Dokumentasi Triwulan Il Kepala Selesai

turut aktif dalam memantau capaian kinerja
Instansi Pemerintah maupun individu yang
terlibat dalam mendukung capaian kinerja
tersebut.

pegawai aktif dalam pemantauan
capaian kinerja instansi

Rapat Evaluasi
Kinerja

Bapedalitbang




Meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan Menyusun laporan kinerja dengan |1 Dokumen LKJiP |TW I Kepala Selesai
melakukan analisis yang lebih mendalam untuk |melakukan analisis lebih 2024 Bapedalitbang
dapat memberikan informasi efisiensi mendalam untuk dapat
penggunaan sumber daya untuk kinerja yang memberikan informasi efisiensi
sifatnya strategis. penggunaan sumber daya untuk
kinerja yang sifatnya strategis
Melaksanakan evaluasi AKIP internal secara Melakukan evaluasi AKIP internal |1 Dokumentasi Triwulan Il Kepala Selesai

menyeluruh kepada setiap unit dan pegawai,
serta memerikan rekomendasi atas pelaksanaan
evaluasi tersebut sebagai bahan tindak lanjut
atas rekomendasi AKIP sebelumnya.

secara menyeluruh kepada setiap
unit kerja dan pegawai serta
memberikan rekomendasi atas
pelaksanaan evaluasi tersebut
sebagai bahan tindak lanjut

Rapat Evaluasi
Kinerja

Bapedalitbang
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KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr wb...
Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah, SWT dengan

segala rahmat dan karunianya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP )
Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten
Pesisir Selatan Tahun 2024 telah selesai disusun. Penyusunan LKjIP ini
dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan
pelaksanaan target kinerja organisasi perangkat daerah dalam mencapai
tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran dengan strategi berupa kebijakan,
program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun Anggaran 2024. Dengan tujuan sebagai perwujudan
akuntabilitas instansi kepada pihak-pihak yang memberi mandat,
terciptanya system pelaporan akuntabilitas yang dapat meningkatkan
kepercayaan terhadap pemerintah dan meningkatkan kinerja instansi
pemerintah dalam menjalankan misi serta diharapkan dapat terciptanya
pemerintahan yang baik.

Akhirnya, diharapkan informasi kinerja dalam Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah ini dapat memberikan masukan yang berharga dan
bermanfaat, serta sebagai umpan balik (feedback) untuk perbaikan
manajemen dan peningkatan akuntabilitas kinerja guna mewujudkan
kepemerintahan yang baik “Good Local Governance” di Badan Perencanaan
Daerah, Penelitian dan Pengembangan, dan ucapan terima kasih kepada
semua pihak yang telah membantu dan memberikan bimbingan
penyusunan LKjIP ini.

Paman, 06 Januari 2025
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IKHTISAR EKSEKUTIF

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah, SWT dengan
segala rahmat dan karunianya Laporan Kinerja (LKjIP) Pemerintah Badan
Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun 2024 telah selesai disusun.

Laporan Kinerja ( LKjIP ) Pemerintah Badan Perencanaan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan menyajikan informasi tentang ukuran
keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian target kinerja dalam kurun
waktu 1 (satu ) tahun anggaran 2024.

Pada Tahun Anggaran 2024 Badan Perencanaan Daerah, Penelitian
dan Pengembangan sebagai salah satu Badan penyelenggara urusan
Penunjang dengan alokasi dana sebesar Rp.7.180.816.750,- untuk
mengelola sebanyak 4 program dan 12 kegiatan dengan 26 Sub kegiatan.

Hasil analisis dan evaluasi dari capaian indikator kinerja sasaran

strategis yang telah diukur dalam Bab III, keberhasilan/ kegagalan Badan
Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir

Selatan dapat dilihat dari capaian indikator kinerja tahun 2024, sebagai

berikut :
Tabel. 1
MISI 1:
Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan
transparan
N | SASARAN INDIKATOR | o\ruia o S
O | STRATEGIS KINERJA TARGET | REALISASI | CAPAIAN
Nilai SAKIP
pada
Meningkatnya | 1. | komponen Nilai 24,42 24,19 99,05%
Kualitas perencanaan
1 Dokumen Kinerja
" | Perencanaan Nilai SAKIP
Pembangunan Pada
2. | Komponen Nilai 18,33 18,05 98,47%
Pengukuran
kinerja
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Meningkatnya Per:%entase
Kajian
Peran .
Kelitbangan Kelitbangan
yang % 90% 100% 111,11%
Dalam
diterapkan
Pembangunan
Dalam
Daerah
Perencanaan
: Inovasi p (sangat 59,26 94,78%
Inovasi Satuan . .
Daerah inovatif)
Daerah
Nilai
Kematangan
Inovasi Jumlah 100 97 97%
Bapedalitban
g
Terwujudnya
Pemerintahan Nilai AKIP
yang Bapedalitban Nilai AA (90,1) A (89,93)* 99,81%
Akuntabel dan g
Berkinerja

*Nilai Tahun 2023

e Hasil Penilaian AKIP tahun 2024 belum ada dari Inspektorat

Dalam dokumen Renstra terdapat Indikator kinerja “Nilai RB Perangkat
Daerah” namun tidak dimuat dalam Perjanjian Kinerja disebabkan Indikator
Tersebut tidak dapat dilakukan penilaian karena Inspektorat selaku evaluator
sudah tidak melakukan evaluasi RB Perangkat Daerah yang menampilkan
nilai RB masing-masing perangkat daerah, namun telah berganti menjadi
evaluasi RB General dan RB tematik. Laporan Hasil Evaluasi Internal RB
tersebut disampaikan ke Kemenpan RB yang kemudian akan memberi nilai.
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1.1.

BAB 1
PENDAHULUAN

GAMBARAN UMUM BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN

Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten

Pesisir Selatan merupakan salah satu unsur pendukung urusan

pemerintahan bidang perencanaan. Kepala Badan Perencanaan Daerah,

Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan dipimpin oleh

seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah.

1.1.1. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI
Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Pesisir Selatan dibentuk dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2021 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan dan Peraturan Bupati Nomor 178 tahun 2021 tentang
kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi, tata kerja dan
uraian tugas jabatan struktural Badan Perencanaan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan. Badan
Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten
Pesisir Selatan berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, Desa Sago —
Salido, Kecamatan IV Jurai. Badan Perencanaan Daerah, Penelitian
dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai lembaga
teknis yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam perumusan
perencanaan pembangunan daerah memiliki peran dan fungsi
strategis dalam perencanaan, pelaksanan dan pengendalian
pembangunan.

1.1.2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan
Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir
Selatan Tersebut, susunan organisasi dinas ditetapkan berdasarkan
Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 178 Tahun 2021 tentang

kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi, tata kerja dan

Hal I- 1
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uraian tugas jabatan structural Badan Perencanaan Daerah, Penelitian

dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan :
BADAN

Dalam melaksanakan tugas pokok di atas, Bapedalitbang menyelenggarakan
fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah dan
bidang penelitian dan pengembangan;

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum bidang
perencanaan pembangunan daerah dan bidang penelitian dan
pengembangan;

c. Perumusan pembinaan, pelaksanaan tugas, dan evaluasi bidang
Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian, Sumber
Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan, Bidang Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Bidang Penelitian
dan Pengembangan;

d. Pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Badan;

e. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah;

f. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan
bidang tugasnya;

g. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan; dan

h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud di atas Badan

mempunyai tugas :

a. membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan dibidang perencanaan
pembangunan daerah serta bidang penelitian dan pengembangan;

b. memberikan data dan informasi mengenai pelayanan umum dibidang
perencanaan daerah, penelitian dan pengembangan serta memberikan saran
dan pertimbangan kepada Bupati sebagai bahan dalam mengambil keputusan;

c. memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan serta mengawasi semua
kegiatan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;

d. melaksanakan konsultasi perencanaan dan pengendalian pelaksanaan
pembangunan serta penelitian dan pengembangan;

e. mempertanggungjawabkan tugas Badan baik teknis operasional maupun
fungsional kepada Bupati;

f. memelihara dan mengupayakan peningkatan kinerja pegawai, disiplin,
loyalitas dan kejujuran;

g. membina unsur-unsur perencanaan daerah serta penelitian dan
pengembangan dan mengembangkan tugas-tugas Badan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

h. menjalin kerjasama dengan PD dan instansi vertikal untuk kepentingan Badan
dalam kelancaran pelaksanaan tugas;

Hal I- 2
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i. melaksanakan tata usaha Badan dan pengelolaan unit pelaksana teknis serta
memberikan pembinaan dan bimbingan terhadap kelompok jabatan
fungsional;

j- mengusulkan penetapan pegawai dalam jabatan tertentu;

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

A. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan melaksanakan

administrasi dan penatausahaan urusan umum, kepegawaian, keuangan dan

pengkoordinasian program dan pelaporan Badan. Untuk melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a. mengkoordinasikan seluruh kegiatan Badan;

b. mengoordinasikan dan menyusun rencana, program, dan anggaran Badan;

c. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);

d. menyusun kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah pada
Badan;

e. membina dan memberikan dukungan administrasi yang meliputi
ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama,
hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Badan,;

f. membina dan menata organisasi dan tata laksana;

g. menyelenggarakan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan
pengadaan barang/jasa di lingkup Badan;

h. mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, mengendalikan dan menilai
atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja
pengadaan barang/jasa milik negara; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

A.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu

Sekretaris melaksanakan pelayanan administrasi urusan persuratan, tata

usaha, kearsipan, administrasi Aparatur Sipil Negara (ASN),

perlengkapan/peralatan rumah tangga dan pengelolaan barang milik

negara/daerah. Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian mempunyai uraian tugas:

a. menghimpun kebijakan teknis administrasi kepegawaian sesuai
kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;

b. melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan administrasi
kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas unit;

c. menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk
optimalisasi pelaksanaan tugas unit;

d. membuat wusulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk
kelancaran tugas unit;

€. menyusun daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk
pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi kepegawaian,;

f. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian melalui daftar induk
kepegawaian dan nominatif untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
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g. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan
maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;

h. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para kepala sub bagian
melalui rapat-rapat/pertemuan;

i. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan
evaluasi;

j- melakukan urusan surat menyurat, pelaksanaan kearsipan, pengelolaan
urusan perlengkapan/peralatan rumah tangga, pengelolaan asset, dan
pengelolaan administrasi kepegawaian,;

k. menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja, standar kompetensi
jabatan, evaluasi jabatan standar operasional prosedur dan standar
pelayanan minimal; dan

1. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

A.2 Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program.

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan rencana program/kegiatan tahunan, melakukan
pelayanan administratif dalam menyiapkan bahan penyusunan dokumen
perencanaan, serta menghimpun, mengolah dan mengevaluasi program,
laporan akuntabilitas kinerja badan.

A.3 Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keuangan.

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keuangan mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan Badan.

B. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas membantu
Kepala Badan dalam melaksanakan dan menyelenggarakan urusan dan
pelaksanaan kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
mempunyai fungsi:

a.

b.
c.

mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah
(RPJPD, RPJMD dan RKPD);

mengoordinasikan penyusunan Renstra PD dan Renja PD;

mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD,
RPJMD dan RKPD;

mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan PD;
mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan
Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota;

mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas
nasional;

mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar
daerah;

mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada PD;
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k. mengoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap capaian
kinerja PD sesuai dengan PD terkait;

. memberikan penilaian terhadap kinerja dan prestasi kerja bawahan
berdasarkan capaian hasil kerja;

m. pelaksanaan administrasi di bidang Pemerintahan dan Pembangunan
Manusia; dan

n. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

B.1 Kelompok Jabatan Fungsional Sub_Subtansi Pemerintahan.

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemerintahan mempunyai
tugas menyusun program/kegiatan, melaksanakan perumusan dan
pelaksanaan penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD yang terkait
unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan
umum dan unsur pendukung urusan pemerintahan.

B.2 Kelompok Jabatan Fungsional Sub_Subtansi Pembangunan Manusia.
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembangunan Manusia
mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan penyusunan rancangan
RPJPD, RPJMD, RKPD terkait dengan urusan pemerintahan bidang
pendidikan, urusan pemerintahan bidang kebudayaan, urusan pemerintahan
bidang kesehatan, urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan
pemerintahan bidang kearsipan.

B.3 Kelompok Jabatan Fungsional Sub_Subtansi Pemberdayaan dan

Kependudukan.
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemberdayaan dan
Kependudukan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan
penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan pemerintah bidang
sosial, urusan pemerintah bidang pemberdayaan perempuan dan anak,
urusan pemerintah bidang kependudukan dan pencatatan sipil, urusan
pemerinta bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, urusan pemerintah
bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

C. BIDANG PEREKONOMIAN, SUMBER DAYA ALAM, INFRASTRUKTUR DAN
KEWILAYAHAN.
Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan
mempunyai tugas membantu Kepala Badan menyusun bahan kebijakan dan
perencanaan teknis serta melaksanakan program/kegiatan dibidang
Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan. Untuk
melaksanakan tugas Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur
dan Kewilayahan menyelenggarakan fungsi:

a. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan
daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);

b. mengoordinasikan penyusunan Renstra dan Renja PD;

c. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);

d. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD,
RPJMD dan RKPD;

e. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;

f. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan PD;
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g. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan
Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota;

h. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas
nasional;

i. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar
daerah;

j. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada PD;

k. mengoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap capaian
kinerja PD sesuai dengan PD terkait;

l. memberikan penilaian terhadap kinerja dan prestasi kerja bawahan
berdasarkan capaian hasil kerja;

m. pelaksanaan administrasi dibidang Perekonomian, Sumber Daya Alam,
Infrastruktur dan Kewilayahan; dan

n. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

C.1 Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perekonomian
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perekonomian mempunyai
tugas melaksanakan penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan
pemerintah bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan pemerintah
bidang tenaga kerja, urusan pemerintah bidang penanaman modal, urusan
pemerintah bidang pariwisata, urusan pemerintah bidang kepemudaan dan
olahraga, urusan pemerintah bidang perdagangan, urusan pemerintah bidang
transmigrasi, dan urusan pemerintah bidang perindustrian.

C.2 Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Infrastruktur dan Kewilayahan
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Infrastruktur dan Kewilayahan
mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rancangan RPJPD,RPJMD,
RKPD urusan pemerintah bidang pekerjaan umum, urusan pemerintah
bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan pemerintah
bidang pertanahan, urusan pemerintah bidang lingkungan hidup, urusan
pemerintah bidang perhubungan, urusan pemerintah bidang komunikasi dan
informatika, urusan pemerintah bidang statistik, dan urusan pemerintah
bidang persandian.

C.3 Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pangan dan Sumber Daya Alam
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pangan dan Sumber Daya
Alam mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rancangan RPJPD,
RPJMD, RKPD urusan pemerintah bidang pertanian, urusan pemerintah
bidang kelautan dan perikanan, urusan pemerintah bidang pangan, urusan
pemerintah bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan
masyarakat, urusan pemerintah bidang kehutanan dan urusan pemerintah
bidang energi dan sumber daya mineral.

D. BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN
DAERAH
Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
mempunyai tugas membantu Kepala Badan menyusun bahan kebijakan dan
perencanaan teknis, merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan,
memfasilitasi, mengendalikan program/kegitan dibidang perencanaan,
pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugas
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Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

menyelenggarakan fungsi:

a. melakukan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan
pembangunan daerah;

b. melakukan analisa dan pengkajian kewilayahan;

c. melakukan pengumpulan dan analisasi data dan informasi pembangunan
untuk perencanaan pembangunan daerah;

d. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di
daerah;

e. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi
dan informasi pembangunan daerah;

f. mengoordinasikan dan mengsinkronisasikan pelaksanaan kebijakan
perencanaan dan penganggaran di daerah;

g. melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan
daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil
rencana pembangunan daerah;

h. melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut
penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan
sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;

i. mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data
untuk mengetahui perkembangan pembangunan;

j- menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;

k. melakukan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai
bahan dokumentasi;

l. penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan
daerah;

m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan
daerah;

n. pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan
program dan kegiatan pembangunan daerah;

o. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program
pembangunan daerah; dan

p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

D.1 Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan dan Pendanaan.
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan dan Pendanaan
mempunyai tugas merencanakan, mengelola, mengkoordinasikan,
mengendalikan, mengevaluasi dan memonitoring urusan perencanaan
terkait perencanaan dan pendanaan.

D.2 Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Data dan Informasi.

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Data dan Informasi
mempunyai tugas merencanakan, mengelola, mengkoordinasikan,
mengendalian, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan terkait
data dan informasi.

D.3 Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengendalian, Evaluasi dan
Pelaporan
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Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengendalian, Evaluasi dan
Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan
penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD terkait sub bidang
pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

E. BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Kepala
Badan melaksanakan penelitian dan pengembangan dibidang
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah
Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk
melaksanakan tugas Bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan

fungsi :
a. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan Pemerintah
Daerah;

b. penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan

pengembangan Pemerintahan Daerah;

pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Pemerintah Daerah;

pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan Pemerintah Daerah;

fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;

pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan

pengembangan di Daerah;

g. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan
lingkup Pemerintah Daerah;

h. memantau serta mengevaluasi realisasi pelaksanaan kegiatan Bidang
untuk mengetahui perkembangan, hambatan dan permasalahan yang
timbul serta upaya tindak lanjut penyelesaiannya;

i. memberikan penilaian terhadap kinerja dan prestasi kerja bawahan
berdasarkan capaian hasil kerja;

j- pelaksanaan administrasi bidang penelitian dan pengembangan daerah;
dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

-0 oao

E.1 Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penelitian dan Pengembangan
Sosial, Budaya dan Pemerintahan.
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penelitian dan Pengembangan
Sosial, Budaya dan Pemerintahan mempunyai tugas merencanakan,
mengelola, mengoordinasikan, pengendalian, mengevaluasi dan melaporkan
menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran
penelitian dan pengembangan Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial,
Budaya dan Pemerintahan.

E.2 Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penelitian dan Pengembangan
Ekonomi dan Prasarana Wilayah.
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penelitian dan Pengembangan
Ekonomi dan Prasarana Wilayah mempunyai tugas merencanakan,
mengelola, menkoordinasikan, mengendalian, mengevaluasi dan melaporkan,
menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran
penelitian dan pengembangan Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi
dan Prasarana Wilayah.
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E.3 Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penelitian dan Pengembangan

Untuk malaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut diatas, Bapedalitbang

terdiri dari S (lima) Bidang, 1 (satu) Sub-Bagian, dan Jabatan Fungsional

Inovasi dan Teknologi.

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penelitian dan Pengembangan
Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas merencanakan, mengelola,
menkoordinasikan, mengendalian, mengevaluasi dan  melaporkan
menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran
penelitian dan pengembangan Bidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi
dan Teknologi.

1.1.3. STRUKTUR ORGANISASI

dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

Sekretariat

a. Sub-Bagian Umum dan Kepegawaian

b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program

c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keuangan
Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemerintahan

b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembangunan Manusia

c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemberdayaan dan

Kependudukan
Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur, dan Kewilayahan

a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perekenomian

b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sumber Daya Alam dan

Pangan

c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Infrastruktur dan

Kewilayahan

Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan dan

Pendanaan

b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Data dan Informasi

c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengendalian, Evaluasi

dan Pelaporan
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5) Bidang Penelitian dan Pengembangan

1.

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi
Pengembangan Sosial, Budaya dan Pemerintahan
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi
Pengembangan Ekonomi dan Prasarana Wilayah
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi

Pengembangan Inovasi dan Teknologi

Penelitian dan

Penelitian dan

Penelitian dan

Gambar 1.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan
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I SEKRETARIS ]
] Kelompak Jabatan
$ub Bagian Umum dan Kepegawaian “m”;";‘:‘:ﬁ:ﬂ:‘"‘;‘:"" Fungsional Sub-
- sl Substansi Keuangan
BIDANG PEREKONOMIAN SUMBER BIDANG PERENCANAAN,
Bm;:‘:]m"m:’:‘;:" DAYA ALAM, INFRASTRUKTUR DAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI elD‘:zﬁ::::‘:N“Q:NDAN
KEWILAYAHAN PEMBANGUNAN DAERAH
| 1 R 00001
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
|| KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL {—{ KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL — SKUE;:J';:?AKF:;R::‘RJ::IZ::A“:S::; — SUBSUBSTANSI PENELITIAN DAN
SUB-SUBTANSI PEMERINTAHAN ‘SUBSUBSTANSI PEREKONOMIAN PENDANAAN PENGEMBANGAN SOSIAL, BUDAYA DAN
PEMERINTAHAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL | | | KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL ":b‘;;“g::&':f;:::;ﬁ#::’ﬁ::‘
™ sus-susTansiPE ANSI UKTUR SUBSUBSTANSI T e erononTEN
MANUSIA DAN KEWILAYAHAN DATA DAN INFORMASI R
L KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL | ] KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Lt PO:L:::L?;;'L:;L;NGS'OML = | SaeeS el
e ?;l,’:x::l ;mupum SUMBER N:,Tfmm” PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PENGEMBANGAN INOVASI DAN
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(Sumber : Peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor 178 Tahun 2021).

1.1.4. SUMBERDAYA MANUSIA

Sumber daya aparatur Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan

Pengembangan pada tahun 2024 dengan perincian sebagai berikut :

1.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil

Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan memiliki SDM yang cukup

beragam. Jumlah SDM-PNS Kabupaten Pesisir Selatan per 30

Desember 2023 sebanyak 34 orang, terdiri dari 21 orang atau 61,8%

Laki-laki dan 13 orang atau 38,3 % Perempuan, hal ini menunjukkan
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bahwa perimbangan gender yang baik sebagaimana nampak dalam

gambar berikut ini :

Grafik.1.1
Komposisi Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

Klasifikasi Jenis Kelamin

Perempuan

Laki-Laki

0 5 10 15 20 25

Sumber : Bezzeting Bapedalitbang 30 Desember 2023.
2. Kepangkatan / golongan :
Komposisi Aparatur/pegawai Badan Perencanaan Daerah, Penelitian
dan Pengembangan berdasarkan Kepangkatan/Golongan dapat

dilihat pada tabel berikut ini :
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Tabel. 1.1

Komposisi ASN Bapedalitbang berdasarkan Kepangkatan/Golongan

= Pembina Utama Muda (IV/c) 1 orang
- Pembina Tingkat I (IV/Db) 1 orang
- Pembina (IV/a) 6 orang
- Penata Tingkat I (III/d) 11 orang
- Penata (III/c) 4 orang
- Penata Muda Tingkat I (III/b) 3 orang
- Penata Muda (III/a) 3 orang
- Pengatur TK I (II/d) 4 orang
- Pengatur (II/c) 1 orang

Sumber : Bezzeting Bapedalitbang 30 Desember 2023.

Komposisi Aparatur/pegawai Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan

Pengembangan berdasarkan jenjang kepangkatan dan Golongannya juga

dapat dilihat dalam grafik berikut ini :

Grafik.1.2
Komposisi Pegawai berdasarkan Golongan Ruang
Klasifikasi Kepangkatan

12

10

8

6

4

| Il

o |l e —

IV/c IV/b IV/a I/d I/c /b Il/a I/d Il/c

‘MOrang| 1 1 6 11 4 3 3 4 1

Sumber : Bezetting Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023.
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Berdasarkan Tabel 1.1. dan grafik 1.1 di atas, jumlah pegawai berdasarkan
pangkat dan golongan dari total keseluruhan pegawai, didominasi oleh
golongan dan pangkat III d, (Penata Tk.I) sebanyak 11 orang, golongan dan
pangkat IV a (Pembina) yaitu berjumlah 6 orang atau masing — masing 32,35
% dan 17,65 % dari seluruh jumlah pegawai. Sementara untuk golongan
dan pangkat IV b (pembina TK I) dan II ¢ (pengatur) saat ini masing ada 1.
Sejalan dengan tugas dan fungsinya, disamping sumber daya manusia,
perlengkapan juga menjadi syarat mutlak dalam menunjang, mendorong
serta memfasilitasi kinerja serta dalam mekanisme pencapaian target
kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026.

3. Jenjang Pendidikan
Komposisi Aparatur Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan berdasarkan tingkat Pendidikan dapat dilihat pada
tabel berikut :
Tabel. 1.2

Komposisi Aparatur/Pegawai Badan Perencanaan Daerah, Penelitian
dan Pengembangan berdasarkan Jenjang Pendidikan

Tamat SLTA 4 orang
Diploma III 1 orang
Sarjana 18 orang
Pasca Sarjana 11 orang

Sumber : Bezetting Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023.

Komposisi Aparatur/Pegawai Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan berdasarkan tingkat pendidikan juga dapat dilihat dalam
grafik berikut ini :
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Grafik.1.3.

Komposisi Pegawai Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan berdasarkan Jenjang Pendidikan

Klasifikasi Pendidikan

Sumber : Bezetting Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023.

Berdasarkan grafik di atas, untuk klasifikasi tingkat pendidikan Strata 2
(S2) berjumlah 11 orang atau proporsinya sebesar 31 % dari seluruh jumlah
pegawai. Strata 1 (S1) mendominasi tingkat pendidikan pegawai yakni
sebanyak 18 orang dengan proporsi 53 % dari keseluruhan jumlah pegawai,
untuk D III sebanyak 1 orang dan untuk klasifikasi SMA sederajat berjumlah

4 orang dengan proporsi 14 % dari seluruh jumlah pegawai.
4. Sarana dan Prasarana Penunjang

Sarana dan prasarana penunjang dalam pelaksanaan tugas di
Badan  Perencanaan  Daerah, Penelitian dan  Pengembangan

(Bapedalitbang), adalah sebagai berikut:

Hal I 14



Laporan Kinerja-Bapedalitbang Tahun Anggaran 2024

Tabel 1.3
Sarana dan Prasarana Penunjang di Badan Perencanaan Daerah, Penelitian

dan Pengembangan

A. | Bangunan Gedung

1. | Gedung Kantor 2 Baik
2. Pagar Gedung Kantor 1 Baik
3. | Bangunan Parkir Roda 4 dan 3 Baik

Roda 2

4. Ruangan Genset 1 Baik
5. BangunanMerk Kantor 1 Baik
B. | Fasilitas Kantor

1. Ruang Tempat Ibadah 1 Baik
2. Ruang Rapat 2 Baik
3. Ruang Kepala 1 Baik
4. Ruang Sekretaris 1 Baik
5. | Ruang Kepala Bidang 4 Baik
6. Ruang Keuangan 1 Baik
7. Meja Kerja 59 Baik
8. Meja Rapat 23 Baik
9. | Kursi Tamu 6 Baik
10. | kursi Kerja 25 Baik
1.1 gursi Rapat 6 Baik
12. 1 Sofa Tamu 2 Baik
13. | Mesin Fax 1 Baik
14. Komputer/PC 15 Baik
15. Proyektor/Infocus 8 Baik
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16. | gps s Baik
17. 1 Alat penghancur kertas 2 Baik
18.1 ups i Baik
19. 1 Mesin potong rumput 2 Baik
20. | Genset 3 Baik
21. | Lemari Besi 20 Baik
22. | Filling Kabinet S Baik
23. | AC e Baik
24. | Lemari piring 2 Baik
25. | Wireless outdor 3 Baik
26. Laptop 20 Baik
27. | IPAD S Baik
28. | Hard Disk External 7 Baik
29. | printer 26 Baik
30. | Software / Aplikasi 3 Baik
31. | Drone 1 Baik
32. | Jalan khusus kantor 2 Baik
33. Running teks 1 Baik
34. | Instalasi J aringan Elektronik 1 Baik
35. | Lemari Es 1 Baik
C. | KendaraanDinas

1. | Kendaraan Roda 4 3 Baik
2. | Kendaraan Roda 2 6 Baik

Sumber : KIB Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023.
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Grafik.1.4.

Komposisi Sarana dan Prasarana Penunjang
Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

1.4.1 Bangunan Gedung
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1.4.2 Fasilitas Kantor

Fasilitas Kantor
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1

.2. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja ( LKj ) ini berisi pencapaian kinerja
Badan  Perencanaan  Daerah, Penelitian @ dan  Pengembangan
(Bapedalitbang) Kabupaten Pesisir Selatan selama tahun 2024 tentang
capaian kinerja (performance results) tahun 2024 yang diperbandingkan
dengan Penetapan Kinerja/TAPKIN (performance agreement) Tahun 2024
sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja (LKj) Bapedalitbang

Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1.

Bab I — Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan
penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama

(strategic issue) yang sedang dihadapi organisasi.

2.Bab II — Perencanaan dan dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan Visi Misi

Bupati yang didukung OPD, Tujuan dan Sasaran OPD, Indikator Kinerja

Utama dan Perjanjian Kinerja OPD / Esselon II.

3. Bab III - Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis pencapaian kinerja

Bapedalitbang Kabupaten  Pesisir Selatan  dikaitkan dengan
pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk

tahun 2024.

4.Bab IV - Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan

1

Akuntabilitas Kinerja Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
2024 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan

kinerja dimasa datang atau Tahun 2025.

.3. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun
global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi kedepannya
semakin kompleks. Dengan semakin tingginya tuntutan akan
pembangunan sementara keterbatasan penganggaran dan sumber
daya alam, maka dibutuhkan perencanaan yang benar — benar efektif
dan efisien sehingga dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat.
Mewujudkan perencanaan yang efektif dan efisien tersebut, terdapat
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1.4.

beberapa aspek strategis yang akan mempengaruhi capaian kinerja
dimasa akan datang.

Dari permasalahan tersebut di atas, dapat dirumuskan aspek strategis
Bapedalitbang sebagai berikut:

1.Meningkatkan perencanaan yang inovatif dan inklusif berbasiskan bukti

(evidencebased planning) Perencanaan inovatif adalah perencanaan yang
lebih memperhatikan pada pengembangan system yang telah ada dan
memungkinkan mengubahnya serta menghasilkan hal baru dalam skala
besar agar tujuan yang ditetapkan dapat tercapai. Perencanaan berbasis
bukti merupakan pendekatan proses perencanaan dengan memrioritaskan
intervensi yang terbukti efektif berdasar data dan informasi yang valid,
mengidentifikasi hambatan dan membuat strategi peningkatan pencapaian
pembangunan daerah sesuai dengan kondisi wilayah.

2.Meningkatkan kualitas data perencanaan Kualitas data akan sangat
menentukan dalam menghasilkan dokumen perencanaan yang
berkualitas, tuntutan perencanaan yang berbasis fakta atau bukti
mengharuskan penyediaan data berkualitas ini sangat urgen. Dengan
demikian kebijakan pembangunan yang dihasilkan akan mampu
menjawab kebutuhan pembangunan dengan tepat.

3.Meningkatkan efektifitas pengendalian pembangunan Pengendalian
pembangunan berdasarkan rencana yang telah disusun dan disepakati
sangat penting, dan sudah tersedia wadah terkait hal ini dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

4.Meningkatkan peran Kelitbangan dalam perencanaan pembangunan.

5.Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas aparatur perencana dan peneliti.
SDM Perencana dan peneliti yang berkualitas sudah menjadi tuntutan
yang sangat tinggi dalam menjawab kompleksitas perencanaan yang
dihadapi sehingga perencanaan pembangunan yang dihasilkan mampu
mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

6.Peningkatan keselarasan dokumen perencanaan Keselarasan menjadi
tuntutan wutama perencanaan kedepan dengan keselarasan antara
dokumen efisiensi anggaran dapat dilakukan, karena ada tujuan yang
selaras dalam pembangunan. Upaya-upaya instan dalam penyelarasan
antar dokumen ini.

PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUE)

Permasalahan Utama Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan secara umum masih
merupakan permasalahan yang dihadapi dari tahun ke tahun

perencanaan namun telah mengalami proses perbaikan dan
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diharapkan pada akhir periode Renstra Tahun 2025 nanti dapat

terselesaikan. Adapun permasalahan tersebut diantaranya :

1.Jumlah sumber daya manusia perencana dan peneliti belum memadai
untuk mengampu seluruh ketugasan penjaminan kualitas dan konsistensi
dokumen perencanaan belum merata pada setiap aparatur yang tersedia.

2.Koordinasi dan sinkronisasi dalam proses perencanaan belum optimal.

3.Sistem aplikasi terpusat dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
(SIPD) yang disedikan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
belum optimal dikarenakan dalam pengembangan dan sosialisasi secara
intens dan sistemik tidak dapat dilakukan.

4.Penjadwalan tahapan-tahapan perencanaan seringkali mengalami kendala
karena tidak singkronnya proses perencanaan pada jenjang yang lebih
tinggi, yang memiliki siklus yang berbeda dengan masa tugas kepala daerah
akibat tidak memiliki periodesasi tahun yang sama.

S.Data pendukung proses perencanaan belum disusun secara akurat dan
reliable serta pemanfaatannya belum optimal.

6.Belum adanya gerakan inovatif untuk menjadikan Bapedalitbang menjadi
Pusat Unggulan atau Center of Excellence (CoE) dalam roadmap yang

sistematis.
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II.1

BAB 11
PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN PESISIR
SELATAN 2021-2026

Perencanaan merupakan suatu langkah awal wuntuk
melaksanakan suatu kegiatan dalam sistem Akuntabilitas kinerja
Perangkat Daerah yang mengkaji lingkungan eksternal dan internal serta
menganalisa faktor kecendurungan yang mempergaruhi Kkinerja,
merumuskan isu strategis yang harus dipecahkan. Efektifnya
perencanaan strategis suatu Perangkat Daerah apabila rencana itu
disusun secara inklutif yang berorientasi kepada perencanaan jangka
panjang, jangka menengah, sehingga kita dapat menentukan bagaimana
gambaran kinerja Perangkat Daerah sekarang, bagaimana gambaran
kinerja Perangkat Daerah masa depan sehingga kita dapat mengambil
suatu keputusan, tindakan yang menuntun kinerja Perangkat Daerah
dalam upaya mencapai gambaran kinerja Perangkat Daerah masa depan
dalam jangka waktu tertentu.

Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
(Bapedalitbang) sebagai lembaga teknis yang mempunyai tugas pokok
dan fungsi dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah
memiliki peran dan fungsi strategis dalam perencanaan, pelaksanaan
dan pengendalian pembangunan. Dalam menjalankan tugas pokok dan
fungsi sesuai dengan kewenangannya, diperlukan suatu perencanaan
strategis melalui Penelaahan Visi dan Misi serta cara Pencapaian tujuan
sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 yang telah disahkan dan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor
4 tahun 2021 memuat Visi Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu

“Mewujudkan Pesisir Selatan lebih sejahtera, maju dan
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bermartabat, akuntabel dan

didukung pemerintahan yang
profesional” dengan enam misi yang mendukungnya.

Dari keenam misi Kabupaten Pesisir Selatan, maka misi pertama
adalah misi yang sesuai dengan Badan Perencanaan Daerah, Penelitian
dan Pengembangan. Misi I tersebut adalah “Memperkuat Tata Kelola
Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan”

Dari Visi dan Misi pertama Kabupaten Pesisir Selatan tersebut,
maka tujuan yang harus dilaksanakan Badan Perencanaan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai

berikut :

Tabel 2.1.
Tujuan-Sasaran-Indikator

VISI : Mewujudkan Pesisir Selatan lebih sejahtera, maju dan
bermartabat, didukung pemerintahan yang akuntabel dan

profesional
Misi Tujuan Sasaran Indikator
1 2 3 4
. Terwujudnya 1.Meningkatnnya . Nilai SAKIP pada
Perencanaan Kualitas komponen
Pembangunan Dokumen perencanaan
Memperkuat yang Perencanaan kinerja
Tata Kelola berkualitas pembangunan . Nilai SAKIP pada
Pemerintahan Komponen
yang bersih, Pengukuran
efektif, kinerja
demokratis 2. Meningkatnya . Persentase kajian
dan peran kelitbangan yang
transparan kelitbangan diterapkan dalam
dalam perencanaan
pembangunan
daerah
3. Meningkatnya . Indeks Inovasi
kualitas Daerah
inovasi daerah . Nilai Kematangan
Inovasi
Bapedalitbang
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4. Meningkatnya 6. Nilai AKIP
akuntabilitas Bapedalitbang
kinerja
Bapedalitbang

Sumber: Renstra Bapedalitbang Rasionalisasi Kabupaten Pesisir Selatan 2023-2026

II.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan proses penyusunan rencana Kkinerja
sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan
dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi
Pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja
ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator
kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Dokumen
Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan Tahun 2024 yang telah ditetapkan berpedoman pada
RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2024, Renstra, serta Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024.
Perjanjian kinerja Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024
dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Bapedalitbang Kab.Pessel Tahun 2024

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
Meningkatnnya Kualitas 1. Nilai SAKIP pada 1. 24,42
Dokumen Perencanaan komponen perencanaan
pembangunan Kinerja

2. Nilai SAKIP pada 2. 18,33
komponen pengukuran
kinerja
Meningkatnya peran Persentase kajian 100%
kelitbangan dalam kelitbangan yang
pembangunan daerah diterapkan dalam
perencanaan
Meningkatnya kualitas Indeks Inovasi Daerah 62,52
inovasi daerah (sangat
inovatif)
Nilai kematangan Inovasi 100
Bapedalitbang
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II.3

4. Terwujudnya pemerintahan
yang akuntabel dan
berkinerja

Nilai AKIP Bapedalitbang

AA (90,1)

Sumber: Renstra Bapedalitbang Rasionalisasi Kabupaten Pesisir Selatan, 2023-2026.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam

penerapan tata pemerintahan yang baik, maka Badan Perencanaan

Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan telah

menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai

ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran

strategis organisasi. Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memilih

indikator- indikator kinerja yang ada dalam renstra Badan Perencanaan

Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan, serta

RPJMD Tahun 2021 - 2026.

Tabel 2.3
No Sasaran Indikator Formula Satuan Target
Strategis Kinerja
1. | Meningkatnn | 1. Nilai Hasil Evaluasi Kemenpan Nilai 1. 24,42
ya Kualitas SAKIP pada RB pada komponen
Dokumen komponen perencanaan dan
Perencanaan | perencanaan pengukuran kinerja
pembanguna Klngrja} 2. 18.33
n 2. Nilai
SAKIP pada
komponen
pengukuran
kinerja
2. | Meningkatny | Persentase Persentase 100%
a peran kajian
kelitbangan kelitbangan Jumlah kajian yang
dalam yang diterapkan .
) - x 100%
pembanguna | diterapkan Jumlah kajian yang
n daerah dalam dilaksanakan
perencanaan
3. | Meningkatny | Indeks Hasil Penilaian dari Tanpa 62,52
a kualitas Inovasi Kemendagri Satuan (sangat
inovasi Daerah inovatif)
daerah
Nilai Hasil penilaian saat Tanpa 100
kematangan | pengentrian kriteria inovasi Satuan
Inovasi pada aplikasi IGA
Bapedalitba
ng
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4. | Terwujudnya | Nilai AKIP Hasil penilaian Inspektorat Tanpa AA (90,1)
pemerintahan | Bapedalitba Daerah Satuan
yang ng
akuntabel
dan
berkinerja
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BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJA

Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan
sebagai suatu lembaga perencanaan pembangunan daerah melaksanakan kewajiban
berakuntabilitas melalui laporan kinerja instansi Pemerintah yang memberikan penilaian tingkat
pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan. Akuntabilitas
kinerja ini mencakup 4 (empat) sasaran strategis dengan 6 (lima) indikator kinerja.

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau
untuk menjawab dan menerangkan kinerja atau tindakan seseorang/badan hukum/ pimpinan
kolektif organisasi secara transparan berkaitan dengan tingkat pencapaian sasaran ataupun
tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau

yang berwenang menerima laporan.

Pengukuran Kinerja adalah pengukuran capaian target kinerja kelompok indikator kinerja
sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan
Daerah, Penelitian dan Pengembangan tahun 2024. Metode pengukuran kinerja yang digunakan
adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi
kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator
kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis
dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan serta
analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menetapkan indikator terlebih dahulu. Indikator
yang digunakan oleh Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten
Pesisir Selatan untuk mengukur kinerja badan adalah :

1. Masukan (inputs) adalah sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program
dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan outputs, seperti dana, material, waktu,
teknologi dan sebagainya.

2. Keluaran (oufputs) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan atau non fisik)
sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan
masukan yang digunakan.

3. Hasil (outcomes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran
kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Hasil merupakan ukuran seberapa jauh
setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi. Apabila

semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin
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rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin jelek, dengan menggunakan
rumus sebagai berikut :

Capaian Indikator Kinerja = ( Realisasi/Rencana ) x 100 %

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan
kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan
untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya,
sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat
dilihat dengan jelas.

Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan
keberhasilan/kegagalan  capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori  penilaian
keberhasilan/kegagalan sebagaimana tercantum pada tabel 3.1.

Tabel. 3.1
Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian
Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja

Tahun 2023
No. Klasifikasi Penilaian Predikat
1. 85% - 100% Sangat Baik
2. 69% - 84 % Baik
3. 53% - 68% Cukup
4. <53% Gagal

A. CAPAIAN KINERJA BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN

Kinerja Kementerian Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
tahun 2024 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian
Kinerja (PK) Kepala Badan Tahun 2024. Seluruh sasaran strategis yang dituangkan dalam
PK Kepala Bapedalitbang merupakan kinerja tahun ke-4 pada periode Renstra
Bapedalitbang 2021-2026. Secara rata-rata capaian kinerja pada tahun 2024 adalah
sebesar 98,19% yang dihitung dari rata-rata capaian seluruh sasaran strategis. Adapun

hasil pengukuran atas pencapaian kinerja 2024 terlihat pada Tabel 3.2 berikut:
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Tabel 3.2

Pengukuran Kinerja

Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan

No. Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian (%)
1. Nilai SAKIP pada 24,42 24,19 99,05
komponen perencanaan
kinerja
2. Nilai SAKIP pada 18,33 18,05 98,47
komponen pengukuran
kinerja
Meningkatnya Peran Kelitbangan Dalam Pembangunan Daerah
1. Persentase Kajian 100% 100% 100

Kelitbangan yang
diterapkan dalam

perencanaan
Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah
1. Indeks Inovasi Daerah 62,52 (sangat | 59,26 (Inovatif) 94,78
inovatif)
2. Nilai Kematangan Inovasi 100 97 97

Bapedalitbang
Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja

1. | Nilai AKIP Bapedalitbang AA (90,1) A (89,93)* 99,81

*Nilai Tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas dapat diketahui:
1) Target dengan capaian realiasi tepat 100% sebanyak 1 target;
2) Target dengan capaian realiasi di bawah 100% di atas 90% sebanyak 5 target.
Selain itu indikator kinerja Nilai AKIP Bapedalitbang masih menggunakan realisasi tahun
2023 karena penilaian AKIP perangkat daerah tahun 2024 belum selesai.
Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan PengembangKabupaten Pesisir Selatan,
dalam capaian kinerjanya mengemban misi-l yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pesisir
Selatan 2021 — 2026 yakni : Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif,

demokratis dan transparan.

Misi pertama ini memuat beberapa kata kunci yaitu: (1) Membangun transparansi dan
akuntabilitas kinerja pemerintahan, (2) Meningkatkan kapasitas dan profesionalitas aparatur, (3)

Meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik. Hal ini lahir dari
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adanya tuntutan kebutuhan masyarakat akan layanan birokrasi yang bersih, berkinerja tinggi dan
pelayanan publik yang berkualitas.

Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja yang dimaksud dalam misi ini yaitu
adanya saluran-saluran yang terbuka bagi masyarakat untuk berpartisipasi, mengawasi dan
memberi umpan balik terhadap setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan. Kondisi ini ditandai dengan terwujudnya sistem pelaporan dan kinerja instansi
pemerintahan, peningkatan akses publik terhadap informasi kinerja instansi pemerintah, makin
efektifnya penerapan e-government untuk mendukung open government pada seluruh instansi
pemerintah daerah.

Berdasarkan indikator kinerja Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
maka dapat dilihat penyajian analisis capaian kinerja per sasaran strategis untuk mewujudkan

misi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan sebagai berikut:

D

(0
Sasaran 1
Meningkatnnya kualitas Dokumen Perencanaan pembangunan

O
Capaian indikator-indikator Sasaran “Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan

Pembangunan” diuraikan sebagai berikut:

1. Nilai SAKIP pada Komponen Perencanaan Kinerja

Sistem manajemen pemerintahan berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan
sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome) dikenal sebagai
SAKIP. Implementasi SAKIP pada instansi pemerintah meliputi perencanaan, pengukuran,
dan evaluasi kinerja serta pelaporan kinerja kepada instansi yang lebih tinggi. Evaluasi
SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan
pengenalan masalah, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan
peningkatan kinerja dan akuntabilitas unit kerja. Pada Badan Perencanaan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan salah satu penilaian indikator sasaran strategisnya adalah
berdasarkan peningkatan nilai SAKIP pada komponen perencanaan dan pengukuran

kinerja. Pada komponen perencanaan ini nilai tertingginya adalah berbobot 30.
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Adapun Komponen Penilaian SAKIP pada komponen perencanaan kinerja dapat

dilihat pada tabel berikut ini :

NOIDPOIIem WIriterin

Fbrv.-nc‘n Tetdam Decdornarn teknis

nriter

jelax mbarkan
kondist Kinerja yvang akan
dicapai

5. Ukuran Keberhasilan
findilkkator Kinerja) =lah
memenuht kriteria
SMART.

6. Indilkkator Kinerja Utarmas
aKLr) elah
menggambarkan kondist
Kinesjn Utaaomna vang
harus dicapal, tertuaang
sccars berkelanjutan

(sustainable - tidak sering
diganti dalam I persiode
Perencanaan Sirategis).

7. Target yang dditctapkan

cdalam Perencanann
Kinesrja dapat dicapal
{achtevable}]., menantang,
dan realistis,

B. Setiap Dodkcrarmien
Perencanaan Kinerja
menggambarkan
huboangan vang

berkesinambungan, serta
sclaras antara
Kondisi /Hasil yang akan
dicapai  di setiap le=we=l
Jabatan (Cascading .

9. Perencanaan kKinerja
dapat memberikan
Informasl tentang
hubungan kkanerja,
strategi, kebijakan,

babhibcan alctivitax smntar
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hidzang/n tugas cdan
fungs: lain yang berikkaitan
(Crosscutting).
10 Setiap pegawal
merumuskan dan

menetapkan Perencanaan
Kmerja.

3. Perencanaan Kinerja telah
dimaniaatian untulc
moewujud kan hasil yang
berkexsinambungan

1. Anggaran vang
ditetapkan telah mengacu
pada Kinecmga yang ingin

dicapai
2. Aktvitas vang
dilaksanakan telah

mendukung Kinerja yvang
Ingin dicapal.

3. Target yang ditetapkan
dalam Perencanaan
Kinesja telanh
denpgan balle, atau
sctidalknya masih on the
right trock.

4. Rencanas akesl kKinerja
dapat berjalan dinamis

dicapai

karenn capaian kinera
selalu  dipantas secara
berkala,

3. Terdapat

perbaikan fpenvempurna
@ Doloumen
Perencanaan Kinerja vang
ditetapkan dan hasil
analisis perbaikan kinerja
sebelumnva,
o. Terdapat

perbaikan/penyempurna
@n Dokumen
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Perencanaan Kinesjas
dalam meowujudkan
kondisi/hasil yang Icbhbih
baik

Sedlap unit/satuan kKerja
memahamt dan pedull,
scrta berkomitmen dalam

~l

mencapai  kinerja  vang
telah direncanakarn.
8. Sctiap Pegawai

memahami dan  peduali,
serta berkomitmen dalam
mencapa! kinerja wyang
telah direncanakan.

a) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024.

Tabel 3.3

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Nilai SAKIP pada
1 komponen Nilai 24,42 24,19 99,05
perencanaan kinerja

Sumber : Nilai SAKIP Menpan RB

Capaian nilai SAKIP pada komponen perencanaan kinerja tahun 2024 sebesar 99,05% dari
target yang ditetapkan, menunjukkan kinerja yang mendekati target meskipun mengalami sedikit
penurunan dibanding target awal (24,42 menjadi 24,19).
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b) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan dua
tahun terakhir

Tabel 3.4
Realisasi dan Capaian Indikator kinerja Nilai SAKIP pada komponen perencanaan
kinerja Tahun 2022-2024

No Indikator Satuan Realisasi Capaian (%)
Kinerja 2022 | 2023 | 2024 | 2022 2023 2024
1 Nilai SAKIP Nilai 2415 | 24,25 | 24,19 | 96,8 97,41 99,05%
pada
komponen
perencanaan
kinerja

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat kenaikan capaian kinerja dari 96,8% pada
tahun 2022 menjadi 99,05% pada tahun 2024, meskipun secara nilai terjadi sedikit fluktuasi dari
24,15 pada 2022 menjadi 24,25 pada 2023, lalu menurun ke 24,19 pada 2024.

Dari tabel di atas menggambarkan bahwa peningkatan nilai SAKIP pada komponen perencanaan
kinerja tahun 2022-2024 adalah dari segi realisasi dan capaian yaitu tahun 2022 ke 2023.
Sementara dari 2023-2024 mengalami penurunan pada realisasi namun peningkatan pada
capaian. Nilai SAKIP pada komponen perencanaan kinerja ini mengalami peningkatan yaitu dari
nilai 24,15 pada tahun 2022 naik menjadi 24,25 pada tahun 2023. Jika dihitung dari segi
capaiannya, untuk tahun 2022 sebesar 96,8% dan tahun 2023 sebesar 97,41%. Pada tahun
2023-2024 realisasi menurun dari 24,25 pada tahun 2023 menjadi 24,19 pada tahun 2024, namun
capain meningkat dari 97,41% menjadi 99,05% disebabkan adanya rasionalisasi target.

¢) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja
Nilai SAKIP Tahun 2022-2024 dengan Target RENSTRA

Nilai SAKIP | 1554 25 24,80 | 24,42 | 24,15 24,25 24,19
pada

komponen satuan

perencanaan

kinerja
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Nilai yang dicapai masih sedikit di bawah target RENSTRA yang ditetapkan, meskipun
menunjukkan tren yang mendekati target.

d) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan standar nasional
(jika ada)

Tabel 3.6
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja
Nilai SAKIP dengan Target/Standar Nasional Tahun 2024

Nilai SAKIP Tanpa 24,42 80% 24,19 Rata-rata
pada komponen -
satuan Kab/Kota nilai AKIP
perencanaan
kinerja bernilai Kab/Kota
AKIP B (64,23) “B”
(baik)

Merujuk pada target nasional tahun 2024, kemenpan RB menargetkan 80% kabupaten
kota se Indonesia mencapai nilai B “baik” dan Kabupaten Pesisir Selatan berada pada
target tersebut yaitu posisi “baik” dengan nilai B gemuk (68,94). Sementara untuk
kabupaten/kota se Sumatera Barat Pesisir Selatan berada pada peringkat 5 dari 19

kabupaten/kota dan provinsi Sumatera Barat pada predikat BB.

e) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Untuk memenuhi target indikator Nilai SAKIP pada komponen Perencanaan Kinerja

Bapedalitbang telah melakukan kegiatan pada tahun 2024 sebagai berikut :

1) Melakukan peningkatan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dokumen
perencanaan terhadap seluruh perangkat daerah

2) Menyusun Tim Kerja untuk memaksimalkan penyusunan berbagai dokumen
perencanaan diantaranya RPJD 2025-20245 dan RPJMD teknokratik serta dokumen
lainnya.

3) Melakukan kerjasama dengan pihak akademisi dalam menyusun dokumen

perencanaan dan dokumen kajian lainnya.
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Adapun faktor penghambat yang menyebabkan tidak maksimalnya capaian indikator ini

adalah sebagai berikut:

1) Kurangnya personil perencana yang mampu secara maksimal mengkoordinir
perangkat daerah dan memastikan kesempurnaan dokumen perencanaan perangkat
daerah sehingga masih terdapat perangkat daerah yang dokumennya terdapat
kelemahan seperti cascading kinerja perangkat daerah belum sepenuhnya
mempertimbangkan Logical Framework dan Critical Succes Factor.

2) Masih kurangnya pemahaman dan kesadaran beberapa perangkat daerah tentang
pentingnya SAKIP dalam menjamin kesempurnaan dokumen perencanaan sehingga
masih terdapat indikator kinerja yang belum cukup untuk mengukur sasaran kinerja.

3) Keterbatasan Fungsional Perencana khususnya pada jenjang Madya sehingga
kurang maksimal dalam mengasistensi perangkat dalam menyusun rencana aksi

yang selaras dalam pencapaian target kinerja utama.

Selain faktor penghambat, Bapedalitbang dalam mencapai target indikator ini didukung

oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1) Adanya fasilitas lembur sehingga meskipun kekurangan personil, tim dapat bekerja
diluar jam kantor sehingga target penyusunan dokumen perencanaan dapat tercapai.

2) Tingginya koordinasi dan pengawasan pimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan Tim
sehingga output pekerjaan dapat tercapai tepat waktu dan semaksimal mungkin.

3) Adanya kerjasama yang baik antara Bapedalitbang dengan Akademisi dalam
mennyusun dokumen perencanaan.

4) Cukup tingginya perhatian dan kesadaran perangkat daerah dalam aktivitas
koordinasi dengan Bapedalitbang sehingga dokumen perencanaan perangkat

daerah dapat disusun sebagaimana mestinya.

Beberapa upaya yang akan dilakukan di tahun 2025 untuk

mempertahankan/meningkatkan capaian adalah sebagai berikut:

1) Melakukan evaluasi berkala terhadap capaian indikator kinerja nilai SAKIP pada
komponen Perencanaan Kinerja untuk memantau perkembangan capaian.

2) Memaksimalkan Tim Kerja dalam mencapai output.

3) Penataan staff dan fungsional untuk memaksimal potensi dalam pelaksanaan
pekerjaan.

4) Menyusun SOP pada setiap output dari Tim Kerja.
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f) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
Indikator Nilai SAKIP pada Komponen Perencanaan Kinerja bersamaan dengan indikator
Nilai SAKIP pada Komponen Pengukuran Kinerja di dukung oleh dana sebesar Rp.
511.531.486,-. Efisiensi pada indikator tersebut di uraikan pada sub bab Efisiensi pada
Indikator Pengukuran Kinerja.

dg) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian pernyataan kinerja.

Indikator Kinerja Nilai SAKIP pada komponen Perencanaan Kinerja dan

Pengukuran Kinerja didukung oleh program yang sama.
Program — program yang telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target
indikator kinerja sasaran strategis Nilai SAKIP pada komponen perencanaan dan

pengukuran kinerja antara lain dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 3.7
Program yang mendukung pencapaian target indikator kinerja yang di tetapkan

No Program Anggaran Realisasi TingkatCa
(Rp) (Rp) paian (%)
1. Program perencanaan, | 399.990.934 377.095.800 94,27

pengendalian dan
evaluasi pembangunan
daerah

2. Program koordinasi dan | 111.540.552 109.018.850 97,73

sinkronisasi

perencanaan

pembangunan daerah

Jumlah 511.531.486 486.114.650 95,03

2. Nilai SAKIP Pada Komponen Pengukuran Kinerja
Komponen Pengukuran Kinerja merupakan salah satu komponen SAKIP dari 4
komponen yang memiliki bobot 30. Komponen ini memiliki bobot tertinggi sama
dengan komponen perencanaan kinerja yang sama sama berada dibawah
pengampuan Bapedalitbang, sehingga keberhasilan SAKIP Pemerintah Daerah
sangat bergantung kepada Bapedalitbang.
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Adapun Komponen Penilaian SAKIP pada komponen pengukuran kinerja dapat

dilihat pada tabel berikut ini :

. Setiap

Perencanasan
dalam meoewujudkan
kondisi/hasil yvang Icbih
baaikc,

Kinerjs

. Seddap unit/satuan kerjs

memaham!: dan peduli,
scrta berkomitmen dalam
mencapai  kineja
telah direncanakaen.

Pegawail
pecduali,

yang

memahami dao
serta berkomitmen dalam
mencapa! kinerja wyang
telah direncanakan.

1.

Pengukuran Kinerja telah
dilakukan

. Terdapat pedoman teknis

pengukuran kinerja dan

pengumpazian data
kinverja
. Terdapat Definisl

Cperasional yang jelas

stasx  kinerjs  das cars

. Pengukuran Kine:sja telah

menjad: kebutuhan dalam
mewujudkan Kinerja sccara
Efekrif dan Efisien dan
telah dilakukon secara
berjenjang dan
berkelanjirtan

menguloar tndikator
kanerja.

. Terdapat mckanisme
yeng Jelas terhadap
pengunpeelan data
kinerja yang dapat
diandallkan

. Pimpinan sekalu terlibat
scbagal pengambil
keputusan {Decision

AMakery dalam menguloar
capalian Lkinerja.

Data kincrja yoang
dilcumparlican telah
refevan unmuk menguloar
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. Data kinerja yang

. Pengukuran lanerja telah

. Setlap Jevel organisasi

. Pengumpnulan data

. Pengukuran capaian

capahn knerjn yang
diharapkan,

dikumpulkan t=lah
mendukung capalan
kinerja yang diharapkan.

dilalcukan secarn berkala

melakukan  pemantauan

alas pengukuran capaian
kinerja unit dibawahnya

gsecara berjenjang.

kinerja telah
memanfaatkan Teknologl
Informast (Aplikasi).,

Kinerja elah
memanfaatikan Teknologt
Informast (Aplikasi)

3. Pengukuran Kinecja telah
dtjadikan dasar dalam
pemberian Reward dan
Punishment, seria
penyesualan strategl dalam
mencapal kinerja yang
efektif dan efisien

. Pengukuran Kinerfa telah

. Pengukuran Kinerja t=lah

, Pongukuran kinerja telah

menjadi  dasar dalam
penyesuaian

[prmberian /pengurangan)
tunjangan

kinerja /penghastlan.

menjadi  dasar  dalam
penempatan/

penghapusan  Jabatan
baik struktural maupun

fungsional,

mempenganihi
penyesuaian  (Refocusing
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Jiterin

Organlssl.

4. Pengukuran kinerja telah
mempengarnahl
penyesuaian Strategi

dalam mencapal kinerja,

3. Pengukuran kinerja telah
mempenganihi
penyesuaian  Kebijakan
dalam mencapal kinerja,

6. Pengukuran lanerja telah
mempengaruhi
penyesualan Aktivitag
dalam mencapal kinerja.

7. Pengukuran kinerja telah
mempengaruhi
penyesualan  Angparan
dalam mencapal lanerja,

8, Terdapat efisiensi atax
PELgPUNAAN  angparan
dalam mencapa! kinerja.

9, Setiap unit/satuan kerja
memahami  dan  peduli
atas  hasill  pengukuran
kinerja.

10 Setiap peRawai
memahaml dan  pedull

atas  hasil pengukuran

kinerja,
3. Pelaporan 1. Terdapat Dokumen Laporan | 1. Dokumen Laporan
Kinerja yang menggambarkan Kmerja telah disusun.

Kinerja 2. Dokumen Laporan
Kinerja  telah  disusun

secara berkala,
3, Dokumen Laporan
Kmerja telah diformalkan.
4. Dokumen Laporan
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a) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024.

Tabel 3.8

Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2024

No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian (%)

Nilai SAKIP pada
1 komponen pengukuran Nilai 18,33 18,05 98,47
kinerja

Sumber : Nilai SAKIP Menpar.

Pada tahun 2024, target nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada
komponen pengukuran kinerja adalah 18,33. Realisasi yang dicapai adalah 18,05, dengan
capaian sebesar 98,47%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja yang dicapai hampir mendekati
target yang telah ditetapkan. Meskipun belum mencapai 100%, capaian ini menunjukkan bahwa
upaya yang dilakukan sudah cukup baik dan hanya sedikit di bawah target.

b) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan dua
tahun terakhir
Tabel 3.9
Realisasi dan Capaian Indikator kinerja Nilai SAKIP pada komponen pengukuran
kinerja Tahun 2022-2024

No Indikator Satuan Realisasi Capaian (%)
Kinerja 2022 2023 2024 2022 2023 2024
1 Nilai SAKIP Nilai NA 17,98 | 18,05 | NA 97,71 98,47%
pada
komponen
pengukuran
kinerja

Dari tabel di atas terlihat bahwa dalam tiga tahun terakhir (2022-2024), realisasi nilai SAKIP
pada komponen pengukuran kinerja menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pada tahun
2022, data tidak tersedia (NA) karena belum menjadi target kinerja Bapedalitbang, namun pada
tahun 2023 realisasi mencapai 17,98 dengan capaian 97,71%. Pada tahun 2024, realisasi
meningkat menjadi 18,05 dengan capaian 98,47%. Ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja
yang konsisten dari tahun ke tahun, meskipun peningkatannya tidak terlalu besar. Hal ini dapat
diartikan bahwa upaya perbaikan dan peningkatan kinerja terus dilakukan, namun masih ada
ruang untuk meningkatkan capaian hingga mencapai target yang diharapkan.
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¢) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka

menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 3.10
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja
Indek Reformasi BirokrasiTahun 2022-2024 dengan Target RENSTRA

Nilai SAKIP Tanpa NA 18,40 | 18,33 NA 17,98 18,05
pada

komponen satuan

pengukuran

kinerja

Target jangka menengah dalam RENSTRA (Rencana Strategis) untuk nilai SAKIP pada
komponen pengukuran kinerja adalah 18,33 pada tahun 2024. Realisasi yang dicapai pada tahun
2024 adalah 18,05, yang berarti capaiannya adalah 98,47%. Meskipun belum mencapai target
secara penuh, realisasi ini menunjukkan bahwa organisasi telah berada di jalur yang tepat untuk
mencapai target jangka menengah. Perlu diperhatikan bahwa pada tahun 2023, realisasi hanya
mencapai 17,98, sehingga ada peningkatan yang signifikan pada tahun 2024. Hal ini
menunjukkan bahwa upaya perbaikan dan peningkatan kinerja telah dilakukan dengan baik.

d) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan standar nasional
(jika ada)

Tabel 3.11
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja
Indek Reformasi Birokrasidengan Target/Standar Nasional Tahun 2024

Nilai SAKIP Tanpa 18,33 80% 18,05 Rata-rata
pada komponen o
satuan Kab/Kota nilai AKIP
pengukuran
kinerja bernilai Kab/Kota
AKIP B (64,23) “B”
(baik)
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Merujuk pada target nasional tahun 2024, kemenpan RB menargetkan 80% kabupaten
kota se Indonesia mencapai nilai B “baik” dan Kabupaten Pesisir Selatan berada pada
target tersebut yaitu posisi “baik” dengan nilai B gemuk (68,94). Sementara untuk
kabupaten/kota se Sumatera Barat Pesisir Selatan berada pada peringkat 5 dari 19

kabupaten/kota dan provinsi Sumatera Barat pada predikat BB.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Untuk memenuhi target indikator Nilai SAKIP pada komponen Pengukuran Kinerja

Bapedalitbang telah melakukan kegiatan pada tahun 2024 sebagai berikut :

1) Melakukan peningkatan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dokumen
pengendalian dan evaluasi terhadap seluruh perangkat daerah.

2) Menyusun Tim Kerja untuk memaksimalkan pelaksanaan pengendalian dan
evaluasi.

3) Melakukan desk dalam memverifikasi dan memvalidasi keakuratan data
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di perangkat daerah.

4) Menyusun dokumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan

secara berkala dan tahunan.

Adapun faktor penghambat yang menyebabkan tidak maksimalnya capaian indikator ini

adalah sebagai berikut:

1) Kurangnya personil perencana yang mampu secara maksimal mengkoordinir
perangkat daerah dan memastikan kesempurnaan pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan pembangunan pada perangkat daerah.

2) Masih kurangnya pemahaman dan kesadaran beberapa perangkat daerah tentang
pentingnya SAKIP dalam menjamin kesempurnaan dokumen pengukuran kinerja
sehingga masih terdapat indikator kinerja yang belum tepat formulasi
perhitungannya untuk mengukur kinerja yang ingin dicapai.

3) Keterbatasan kompetensi operator perangkat daerah dalam memaksimalkan

aplikasi e-sakip untuk pengentrian data pengukuran kinerja.

Selain faktor penghambat, Bapedalitbang dalam mencapai target indikator ini didukung

oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1) Adanya fasilitas lembur sehingga meskipun kekurangan personil, tim dapat bekerja
diluar jam kantor sehingga target pengendalian dan evaluasi pelaksanaan

pembangunan dapat tercapai.
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f)

2) Tingginya koordinasi dan pengawasan pimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan
Tim sehingga output pekerjaan dapat tercapai tepat waktu dan semaksimal
mungkin.

3) Adanya kerjasama yang baik antara Bapedalitbang dengan perangkat daerah yang
lain dalam menyampaikan laporan RKPD.

4) Cukup tingginya perhatian dan kesadaran perangkat daerah dalam memenubhi
undangan desk monitoring dan evaluasi hasil RKPD di Bapedalitbang sehingga
dokumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dapat disusun
sebagaimana mestinya.

5) Perangkat daerah cukup berperan aktif dalam melakukan pengentrian data kinerja

di aplikasi e-saKkip.

Beberapa upaya yang akan dilakukan di tahun 2025 untuk

mempertahankan/meningkatkan capaian adalah sebagai berikut:

1) Meningkatkan intensitas diskusi dalam membahas detail laporan hasil evaluasi
RKPD per triwulan.

2) Memaksimalkan Tim Kerja dalam mencapai output.

3) Meningkatkan koordinasi dengan seluruh perangkat daerah tentang penggunaan
aplikasi e-sakip untuk pengukuran kinerja.

4) Menyediakan waktu untuk memfasilitasi perangkat daerah yang akan berkonsultasi
terkait penginputan data kinerja di aplikasi e-sakip

5) Melakukan evaluasi terhadap inputan data kinerja yang dilakukan oleh perangkat

daerah pada aplikasi e-sakip.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Indiktor Nilai SAKIP pada
Perencanaan Kinerja dan Pengukuran Kinerja.

Indikator Nilai SAKIP pada Komponen Pengukuran Kinerja bersamaan dengan indicator
Nilai SAKIP pada Komponen Perencanaan Kinerja di dukung oleh dana sebesar Rp.
511.531.486,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 486.114.650,- atau 95,03%.

Efisiensi yang dihasilkan adalah sebagai berikut

e e (pagu anggaran keluaran x capaian keluaran) - realisasi anggaran keluaran x  100%

pagu anggaran keluaran x capaian keluaran
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SASARAN EFISIENSI

Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan kP | 99.05
Pembangunan

CKP Il 98.47

CKP 98.76

Pagu Anggaran | 399990934

Pagu Anggaran I 111540552

Total Pagu Anggaran 511531486

Realisasi | 377095800

Realisasi Il 109018850

Total Realisasi 486114650

Efisiensi 50032734907.36

50518849557.36

0.990377559

Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran telah dilakukan secara efektif dan
efisien, diimbangi dengan capain kinerja yang hampir mencapai 100%. Efisiensi ini pada
angka 0,99% menunjukkan bahwa sumber daya digunakan secara optimal untuk
mendukung pencapaian target kinerja dan memperlihatkan kesesuaian antara target dan
realisasi yang mengindikasikan kematangan dalam menyusun target serta optimalisasi
sumber daya yang ada.

dg) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian pernyataan kinerja.
Indikator Kinerja Nilai SAKIP pada komponen Perencanaan Kinerja dan
Pengukuran Kinerja didukung oleh program yang sama.
Program — program yang telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target
indikator kinerja sasaran strategis Nilai SAKIP pada komponen perencanaan dan

pengukuran kinerja antara lain dapat dilihat pada table berikut ini:
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Tabel 3.12
Program yang mendukung pencapaian target indikator kinerja yang di tetapkan
No Program Anggaran Realisasi TingkatCa
(Rp) (Rp) paian (%)
1. Program perencanaan, | 399.990.934 377.095.800 94 .27

pengendalian dan
evaluasi pembangunan
daerah

2. Program koordinasi dan | 111.540.552 109.018.850 97,73
sinkronisasi
perencanaan
pembangunan daerah

Jumlah 511.531.486 486.114.650 95,03

Program-program yang mendukung pencapaian target indikator kinerja nilai SAKIP pada

komponen pengukuran kinerja dan perencanaan kinerja meliputi:

1.

Program perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah: Program ini
memiliki anggaran sebesar Rp. 399.990.934,- dengan realisasi sebesar Rp.
377.095.800,- atau 94,27%. Program ini berperan penting dalam memastikan bahwa
perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah berjalan sesuai dengan target.
Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah: Program ini
memiliki anggaran sebesar Rp. 111.540.552,- dengan realisasi sebesar Rp.
109.018.850,- atau 97,73%. Program ini membantu dalam meningkatkan koordinasi antar
unit kerja dan memastikan bahwa perencanaan pembangunan daerah berjalan secara
terintegrasi.

Kedua program ini telah berjalan dengan baik, dengan tingkat capaian anggaran yang

tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa program-program tersebut telah berkontribusi secara
signifikan terhadap pencapaian target kinerja.

D)

©
Sasaran 2
Meningkatnya Peran Kelitbangan Dalam Pembangunan Daerah

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian
sasaran strategis no 2 ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase kaijian
kelitbangan yang diterapkan dalam perencanaan. Pada tabel di bawah ini dapat kita lihat

keberhasilan capaian kinerjanya, yaitu:
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Tabel 3.13
Capaian Kinerja Sasaran 2 :
Persentase Kajian Kelitbangan yang Diterapkan Dalam Perencanaan

. .. Capaian
No. Indikator Kinerja Satuan Target | Realisasi (%)
0
Persentase kajian kelitbangan . .
1. lyang diterapkan dalam % 100 100 100%
perencanaan

2.1. Persentase Kajian Kelitbangan yang Diterapkan Dalam Perencanaan

Dari tabel di atas dapat dilihat capaian indikator kinerja sasaran strategis sebesar
100%. Pencapaian sasaran strategis 2 ini termasuk Sangat Berhasil dengan kategori
Sangat Baik. Karena dari target Pertama yang ditetapkan 100% mampu direalisasikan
sesuai target yakni sebesar 100% sehingga tingkat capaian indikator kinerja 2 pada

indicator pertama ini sebesar 100%.

Realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan Persentase kajian kelitbangan
yang diterapkan dalam perencanaan dengan sumber data diperoleh dari jumlah kajian yang
disusun pada tahun yang bersangkutan. Persentase ini dihitung dengan membandingkan
jumlah kajian yang diterapkan dalam perencanaan dengan jumlah kajian yang
dilaksanakan dikali seratus persen. Formulasi Persentase kajian kelitbangan yang

diterapkan dalam perencanaan adalah sebagai berikut :

Jumlah kajian yang

diterapkan X
Jumlah kajian yang 100%
dilaksanakan

Semua kajian sudah diterapkan dalam perencanaan dan ditindaklanjuti ke dalam
program pembangunan. Persentase kajian kelitbangan yang diterapkan dalam
perencanaan sebagaimana formula operasional diatas adalah 7100% atau dikategorikan

sangat baik.
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a) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024.

Tabel 3.14

Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2024

No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian (%)

Persentase kajian
kelitbangan yang
diterapkan dalam
perencanaan

Persen 90 100 111,11

Sumber : LKJ Bapedalitbang

Pada tahun 2024, target kinerja untuk indikator Persentase Kajian Kelitbangan yang
Diterapkan dalam Perencanaan telah tercapai sepenuhnya, yaitu 100%. Hal ini menunjukkan
bahwa seluruh kajian kelitbangan yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Daerah Penelitian
dan Pengembangan telah berhasil diterapkan dalam proses perencanaan. Pencapaian ini
mencerminkan kesesuaian antara perencanaan dan implementasi, serta menunjukkan
bahwa proses perencanaan telah mengintegrasikan hasil kajian dengan baik.

Pencapaian ini menunjukkan bahwa Badan Perencanaan Daerah Penelitian dan
Pengembangan telah berhasil memenuhi target yang ditetapkan untuk tahun 2024. Hal ini
juga mencerminkan efektivitas dalam mengintegrasikan kajian kelitbangan ke dalam proses
perencanaan, yang merupakan langkah penting dalam mendukung kebijakan dan program
pembangunan daerah.

b) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan dua
tahun terakhir
Tabel 3.15
Realisasi dan Capaian Indikator kinerja Nilai SAKIP pada komponen pengukuran
kinerja Tahun 2022-2024
No Indikator Satuan Realisasi Capaian (%)
Kinerja
2022 2023 2024 2022 2023 2024
1 Persentase Persen NA 100 100 NA 111,11 111,11
kajian
kelitbangan
yang
diterapkan
dalam
perencanaan

Sumber : LKJ Bapedalitbang
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Persentase
kajian
kelitbangan
yang
diterapkan
dalam

perencanaan

Berdasarkan data realisasi dan capaian kinerja dari tahun 2022 hingga 2024, indikator
Persentase Kajian Kelitbangan yang Diterapkan dalam Perencanaan menunjukkan
konsistensi yang baik. Pada tahun 2023 dan 2024, realisasi dan capaian kinerja telah
mencapai 111,11%, sementara pada tahun 2022 data tidak tersedia (NA).

Realisasi tahun 2022 Data tidak tersedia (NA) karena belum menjadi target kinerja
Bapedalitbang. Pada tahun 2023 Realisasi dan capaian mencapai 100%, menunjukkan
peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya.

Selanjutnya di tahun 2024 Realisasi dan capaian tetap konsisten di 111,11%,
menunjukkan bahwa Badan Perencanaan Daerah Penelitian dan Pengembangan telah
berhasil mempertahankan kinerja yang optimal.

Konsistensi ini menunjukkan bahwa proses perencanaan telah semakin matang dan
terstruktur, dengan kajian kelitbangan yang semakin terintegrasi dalam setiap tahap
perencanaan.

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 3.15
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja
Persentase Kajian Kelitbangan yang diterapkan dalam Perencanaan
Tahun 2022-2024 dengan Target RENSTRA

Persen NA 90 90 NA 100 100

Sumber : LKJ Bapedalitbang

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja dengan target jangka menengah yang
tercantum dalam RENSTRA, indikator Persentase Kajian Kelitbangan yang Diterapkan dalam
Perencanaan telah memenuhi target yang ditetapkan. Target RENSTRA untuk tahun 2024
adalah 100%, dan realisasi kinerja telah mencapai target tersebut.

Pencapaian ini menunjukkan bahwa Badan Perencanaan Daerah Penelitian dan
Pengembangan telah berhasil memenuhi target jangka menengah yang ditetapkan dalam
RENSTRA. Hal ini juga mencerminkan bahwa proses perencanaan strategis telah berjalan
sesuai dengan rencana yang telah disusun.
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d) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan standar nasional

(jika ada)

Pada indikator ini, tidak terdapat perbandingan dengan standar nasional karena indikator
Persentase Kajian Kelitbangan yang Diterapkan dalam Perencanaan merupakan indikator
yang dibuat sendiri oleh Bapedalitbang dan hanya digunakan untuk keperluan internal. Oleh
karena itu, tidak ada standar nasional yang dapat dijadikan sebagai acuan.

e) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta

f)

alternatif solusi yang telah dilakukan

Faktor Pendukung

a. Koordinasi yang Baik: Adanya koordinasi yang efektif antara tim perencanaan dan tim
penelitian serta pengembangan.

b. Sumber Daya Manusia yang Kompeten: Tim yang terlibat dalam kajian kelitbangan
memiliki kompetensi yang memadai untuk menghasilkan kajian yang berkualitas.

c. Dukungan Anggaran: Anggaran yang cukup untuk mendukung kegiatan penelitian dan
pengembangan.
Faktor Penghambat

1. Keterbatasan Waktu: Proses kajian yang membutuhkan waktu yang cukup lama,
sehingga perlu diperhatikan agar tidak mengganggu jadwal perencanaan.

2. Keterbatasan Data: Terkadang data yang dibutuhkan untuk kajian tidak tersedia secara
lengkap, sehingga mempengaruhi kualitas kajian.

Alternatif Solusi yang telah dilakukan

1. Perencanaan yang Matang: Proses perencanaan yang lebih matang dan terstruktur untuk
mengantisipasi keterbatasan waktu.

2. Peningkatan Kualitas Data: Upaya untuk meningkatkan ketersediaan dan kualitas data
melalui kerja sama dengan instansi terkait.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
Indikator Persentase kajian kelitbangan yang diterapkan dalam perencanaan di dukung
oleh dana sebesar Rp. 969.919.842,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 801.640.163,-

atau 82,65%. Efisiensi sumber daya yang dihasilkan sebagai berikut :
SASARAN EFISIENSI

Meningkatnya Peran Kelitbangan

dalam Pembangunan Daerah CKK 111.11
PAGU ANGGARAN 969,919,842
INDIKATOR REALISASI ANGGARAN 801,640,163

Persentase Kajian Kelitbangan yang
diterapkan dalam perencanaan

EFISIENSI PAK x CKK) - RA

X 100%
PAK x CKK

107,767,793,644.62
106,966,153,481.62
107,767,793,644.62 0.992561412

Efisiensi 0,99% ini menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya telah dilakukan secara
efektif dan efisien. Meskipun terdapat penghematan, hal ini tidak mengorbankan kualitas
kajian yang dihasilkan.
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dg) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian pernyataan kinerja.
Indikator Kinerja Persentase Kajian yang Diterapkan dalam Perencanan didukung oleh
program Penelitian dan Pengembangan.

Program yang telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target indikator
Persentase Kajian yang Diterapkan dalam Perencanan dapat dilihat pada table berikut ini:
Tabel 3.16
Program yang mendukung pencapaian target indikator kinerja yang di tetapkan

No Program/Kegiatan Anggaran Realisasi TingkatCapaian
(Rp) (Rp) (%)
1. Program Penelitian dan
Pengembangan

- Penelitian dan
Pengembangan Bidang | 969.919.842,- 801.640.163,- 82,30
Penyelenggaraan
Pemerintahan dan
Pengkajian Peraturan

Jumlah 969.919.842 - 801.640.163,- 82,30
Sumber : LKJ Bapedalitbang

Program Penelitian dan Pengembangan telah berhasil mendukung pencapaian target
indikator kinerja dengan realisasi anggaran yang efisien dan capaian yang optimal.

Q)

(0
Sasaran 3
Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah

Indikator sasaran 3 memiliki 2 indikator kinerja yaitu Indeks Inovasi dan Nilai
Kematangan Inovasi. Keberhasilan capaian indicator pada sasaran 3 ini terlihat pada tabel
berikut.
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Tabel 3.17
Capaian Kinerja Sasaran 3 : 1. Indeks Inovasi Daerah,
2. Nilai Kematangan Inovasi Bapedalitbang

: . ___ Capaian
No. Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi (%)
(1]
62,52
1. |Indeks Inovasi Daerah Tanpa Satuan | (sangat 59,29 94,83
inovatif)
o  |Nilai Kematangan Inovasi Tanpa Satuan 100 97 97
Bapedalitbang

3.1 Indeks Inovasi Daerah

Indek Inovasi Daerah merupakan indicator yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam
Negeri sehingga dalam penilaianpun dilakukan oleh Kementerian dalam negeri. Penilaian
Daerah dilakukan setiap tahun terhadap inovasi yang dilakukan pada tahun sebelumnya,
sehingga setiap tahun Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Indeks Inovasi Daerah
setiap tahun setelah melakukan penilaian inovasi yang diinputkan datanya oleh setiap
daerah pada aplikasi IGA (Innovation Government Award).

a) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024.

Tabel 3.18
Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2024.
No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian (%)
62,52
. Tanpa .
1 Indeks Inovasi Daerah (sangat | 59,29 (Inovatif) 94,83
Satuan . .
inovatif)

Sumber : Kemendagri

Pada tahun 2024, target Indeks Inovasi Daerah yang ditetapkan adalah 62,52 dengan kategori
"sangat inovatif". Namun, realisasi yang dicapai adalah 59,29 dengan kategori "inovatif". Capaian
kinerja ini mencapai 94,83% dari target yang ditetapkan. Meskipun target tidak sepenuhnya
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tercapai, capaian ini menunjukkan bahwa daerah telah berhasil mempertahankan tingkat inovasi
yang baik.

Perbedaan antara target dan realisasi ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti
keterbatasan sumber daya, kendala dalam implementasi program, atau faktor eksternal yang
memengaruhi proses inovasi di daerah. Namun, capaian di atas 90% menunjukkan bahwa upaya
yang dilakukan telah cukup efektif dalam mendorong inovasi di daerah.

b) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan dua
tahun terakhir

Tabel 3.19
Realisasi dan Capaian Indikator kinerja
Indeks Inovasi Daerah Tahun 2022-2024

No Indikator Satuan Realisasi Capaian (%)
Kinerja
2022 2023 2024 2022 2023 2024
1 |IndeksInovasi | Tanpa | o4 o) | 534 | 5926 |86 93,61 94,78
Daerah Satuan

Sumber : Kemendagri

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (2022-2024), Indeks Inovasi Daerah menunjukkan tren
peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2022, realisasi Indeks Inovasi Daerah adalah 51,62
dengan capaian 86%. Kemudian, pada tahun 2023, realisasi meningkat menjadi 58,34 dengan
capaian 93,61%. Pada tahun 2024, realisasi mencapai 59,26 dengan capaian 94,78%.

Tren peningkatan ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Badan Perencanaan
Daerah Penelitian dan Pengembangan dalam mendorong inovasi di daerah telah memberikan
hasil yang positif. Meskipun peningkatan dari tahun 2023 ke 2024 tidak terlalu signifikan, capaian
yang stabil di atas 90% menunjukkan bahwa program-program yang dijalankan telah berjalan
dengan baik dan konsisten.
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¢) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 3.20
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Indkes Inovasi Daerah
Tahun 2022-2024 dengan Target RENSTRA

Indeks
. Tanpa 60,02 62,32 62,52 51,62 58,34 59,26
Inovasi
Satuan
Daerah

Sumber : Kemendagri

Berdasarkan dokumen RENSTRA (Rencana Strategis), target Indeks Inovasi Daerah untuk tahun
2022, 2023, dan 2024 masing-masing adalah 60,02, 62,32, dan 62,52. Realisasi yang dicapai
pada tahun 2022 adalah 51,62, tahun 2023 adalah 58,34, dan tahun 2024 adalah 59,26.

Dari data tersebut, terlihat bahwa realisasi kinerja masih di bawah target RENSTRA untuk ketiga
tahun tersebut. Namun, gap antara target dan realisasi semakin mengecil dari tahun ke tahun.
Pada tahun 2022, gap antara target dan realisasi adalah 8,40 poin, pada tahun 2023 gap
mengecil menjadi 3,98 poin, dan pada tahun 2024 gap menjadi 3,26 poin. Hal ini menunjukkan
bahwa upaya perbaikan dan peningkatan kinerja telah dilakukan, meskipun belum sepenuhnya
mencapai target yang ditetapkan dalam RENSTRA.

d) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan standar nasional
(jika ada)
Tabel 3.21
Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan standar nasional

Indeks | i
ndeks Inovasi | & pa 62,52 Inovatif 59,29 Inovatif
Daerah .
satuan (sangat (Inovatif)
inovatif)

Standar nasional untuk Indeks Inovasi Daerah pada tahun 2024 adalah kategori "inovatif".
Realisasi yang dicapai pada tahun 2024 adalah 59,29, yang juga termasuk dalam kategori
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"inovatif". Dengan demikian, realisasi kinerja Indeks Inovasi Daerah telah memenuhi standar
nasional yang ditetapkan.

Meskipun target internal daerah adalah mencapai kategori "sangat inovatif", capaian yang telah
memenuhi standar nasional menunjukkan bahwa daerah telah berhasil mempertahankan tingkat
inovasi yang sesuai dengan harapan nasional. Hal ini merupakan pencapaian yang patut
diapresiasi, meskipun masih ada ruang untuk peningkatan ke tingkat yang lebih tinggi.

e) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta

alternatif solusi yang telah dilakukan

Faktor Pendukung :

1.

Program Penelitian dan Pengembangan yang Konsisten

Program-program penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan secara konsisten
telah mendorong peningkatan inovasi di daerah. Program ini memberikan ruang bagi
pengembangan teknologi dan inovasi yang dapat diaplikasikan dalam berbagai sektor
pembangunan.

Kolaborasi dengan Stakeholder

Kerjasama dengan berbagai stakeholder, termasuk perguruan tinggi, lembaga penelitian,
dan sektor swasta, telah memperkaya sumber daya dan pengetahuan yang dibutuhkan
untuk mendorong inovasi.

Dukungan Anggaran yang Cukup

Alokasi anggaran yang cukup untuk program-program inovasi telah memungkinkan
pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien.

Faktor Penghambat :

1.

Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Meskipun anggaran tersedia, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian
di bidang inovasi dan teknologi menjadi kendala dalam mencapai target yang lebih tinggi.
Selain itu belum adanya fungsional Peneliti masih menjadi kendala dalam mencapai target
inovasi.

Implementasi Program yang Belum Optimal

Beberapa program inovasi belum sepenuhnya diimplementasikan secara optimal,
terutama dalam hal monitoring dan evaluasi yang kurang intensif.

Alternatif Solusi yang telah dilakukan :

1.

Peningkatan Kapasitas SDM

Melalui pelatihan dan workshop, upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di
bidang inovasi dan teknologi telah dilakukan.

Penguatan Monitoring dan Evaluasi

Sistem monitoring dan evaluasi yang lebih ketat telah diterapkan untuk memastikan
program-program inovasi berjalan sesuai rencana dan target.
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f) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung Indeks Inovasi Daerah pada tahun 2024
adalah sebesar Rp. 30.073.787,-. Realisasi anggaran yang digunakan adalah Rp.
21.383.600,- atau 71,10% dari total anggaran. Efisiensi sumber daya sebagai berikut :

SASARAN EFISIENSI
Meningkatnya Kualitas Inovasi
Daerah CKK 94.78
PAGU ANGGARAN 30,073,787
INDIKATOR REALISASI ANGGARAN 21,383,600
Indeks Inovasi Daerah
EFISIENSI (PAK x CKK) - RA X 100%
PAK x CKK
2,850,393,532
2,829,009,932
2,850,393,532 0.992498018

Efisiensi 0,9924% ini menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya telah dilakukan
secara efektif. Meskipun tidak seluruh anggaran terserap, hal ini dapat disebabkan oleh
adanya penghematan dalam pelaksanaan program atau penundaan beberapa kegiatan yang
tidak mendesak. Namun, perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut untuk memastikan bahwa
penghematan ini tidak mengorbankan kualitas program yang dijalankan.

dg) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian pernyataan kinerja.

Indikator Kinerja Indeks Inovasi Daerah didukung oleh program Penelitian dan
Pengembangan. Program yang telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target
indikator Indeks Inovasi Daerah dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 3.22
Program yang mendukung pencapaian target indikator kinerja yang di tetapkan

No Program/Kegiatan Anggaran Realisasi TingkatCapaian
(Rp) (Rp) (%)
1. Program Penelitian dan
Pengembangan
30.073.787 - 21.383.600,- 71,10
- Pengembangan Inovasi
dan Teknologi
Jumlah 30.073.787 ,- 21.383.600,- 71,10

Sumber : LKJ Bapedalitbang

Program utama yang mendukung pencapaian Indeks Inovasi Daerah adalah Program Penelitian
dan Pengembangan, khususnya dalam bidang Pengembangan Inovasi dan Teknologi. Program

ini telah dilaksanakan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 21.383.600,- atau 71,10% dari total
anggaran yang dialokasikan.
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Program ini telah memberikan kontribusi signifikan dalam mendorong inovasi di daerah, terutama
melalui pengembangan teknologi dan inovasi yang dapat diaplikasikan dalam berbagai sektor
pembangunan. Namun, tingkat capaian anggaran yang hanya 71,10% menunjukkan bahwa
masih ada ruang untuk meningkatkan efektivitas penyerapan anggaran guna mendukung
program-program inovasi yang lebih besar dan lebih berdampak.

3.2 Nilai Kematangan Inovasi Bapedalitbang

a) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024.

Tabel 3.23
Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2024

No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian (%)

Nilai Kematangan

Inovasi Bapedalitbang Nilai 100 97 97

Sumber : Bapedalitbang

Pada tahun 2024, target Nilai Kematangan Inovasi Bapedalitbang yang ditetapkan adalah 100.
Realisasi yang dicapai adalah 97, dengan capaian kinerja sebesar 97%. Meskipun target tidak
sepenuhnya tercapai, capaian ini menunjukkan bahwa Bapedalitbang telah berhasil mencapai
tingkat kematangan inovasi yang sangat tinggi.

Perbedaan antara target dan realisasi ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti
keterbatasan dalam implementasi program inovasi, kendala teknis, atau faktor eksternal yang
memengaruhi proses inovasi. Namun, capaian di atas 95% menunjukkan bahwa upaya yang
dilakukan telah sangat efektif dalam mendorong kematangan inovasi di Bapedalitbang.

b) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan dua
tahun terakhir

Tabel 3.24
Realisasi dan Capaian Indikator kinerja
Nilai Kematangan Inovasi Bapedalitbang Tahun 2022-2024

No Indikator Satuan Realisasi Capaian (%)
Kinerja
2022 2023 2024 2022 2023 2024
1 Nilai
Kematangan | i NA |97 97 NA | o7 97
Inovasi
Bapedalitbang
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Sumber : Bapedalitbang

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (2022-2024), Nilai Kematangan Inovasi Bapedalitbang
menunjukkan konsistensi yang baik. Pada tahun 2022, data realisasi tidak tersedia (NA). Pada
tahun 2023, realisasi mencapai 97 dengan capaian 97%, dan pada tahun 2024, realisasi tetap
stabil di angka 97 dengan capaian 97%.

Tren ini menunjukkan bahwa Bapedalitbang telah berhasil mempertahankan tingkat kematangan
inovasi yang tinggi selama dua tahun terakhir. Meskipun tidak ada peningkatan dari tahun 2023
ke 2024, konsistensi ini menunjukkan bahwa program-program inovasi yang dijalankan telah
berjalan dengan baik dan stabil.

c) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 3.25
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja
Nilai Kematangan Inovasi Bapedalitbang
Tahun 2022-2024 dengan Target RENSTRA

Nilai
Kematangan
Inovasi
Bapedalitbang

Nilai NA 100 100 NA 97 97

Sumber : Bapedalitbang

Berdasarkan dokumen RENSTRA (Rencana Strategis), target Nilai Kematangan Inovasi
Bapedalitbang untuk tahun 2022, 2023, dan 2024 masing-masing adalah NA, 100, dan 100.
Realisasi yang dicapai pada tahun 2022 adalah NA, tahun 2023 adalah 97, dan tahun 2024
adalah 97.

Dari data tersebut, terlihat bahwa realisasi kinerja pada tahun 2023 dan 2024 masih di bawah
target RENSTRA, dengan gap sebesar 3 poin pada kedua tahun tersebut. Meskipun demikian,
capaian yang stabil di angka 97 menunjukkan bahwa Bapedalitbang telah berusaha mendekati
target yang ditetapkan dalam RENSTRA. Upaya perbaikan dan peningkatan kinerja perlu terus
dilakukan untuk mencapai target 100 di masa mendatang.
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d) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan standar nasional
(jika ada)

Tabel 3.27
Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan standar nasional

Nilai
Kematangan
Inovasi
Bapedalitbang

Nilai 100 NA 97 NA

Sumber : Bapedalitbang

Standar nasional untuk Nilai Kematangan Inovasi Bapedalitbang pada tahun 2024 tidak tersedia
karena indikator ini merupakan indikator buatan sendiri yang hanya digunakan oleh perangkat
daerah di Kabupaten Pesisir Selatan. Dengan demikian, tidak ada perbandingan yang dapat
dilakukan dengan standar nasional.

Namun, capaian 97 pada tahun 2024 menunjukkan bahwa Bapedalitbang telah berhasil
mencapai tingkat kematangan inovasi yang sangat tinggi berdasarkan standar internal yang
ditetapkan. Hal ini merupakan pencapaian yang patut diapresiasi, meskipun masih ada ruang
untuk peningkatan ke tingkat yang lebih tinggi.

e) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta
alternatif solusi yang telah dilakukan

Faktor Pendukung :

1. Program Penelitian dan Pengembangan yang Konsisten Program-program penelitian dan
pengembangan yang dilaksanakan secara konsisten telah mendorong peningkatan
kematangan inovasi di Bapedalitbang. Program ini memberikan ruang bagi pengembangan
teknologi dan inovasi yang dapat diaplikasikan dalam berbagai sektor pembangunan.

2. Kolaborasi dengan Stakeholder
Kerjasama dengan berbagai stakeholder, termasuk perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan
sektor swasta, telah memperkaya sumber daya dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk
mendorong inovasi.

3. Dukungan Anggaran yang Cukup
Alokasi anggaran yang cukup untuk program-program inovasi telah memungkinkan
pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien.

4. Kesadaran dalam menyusun inovasi
Adanya kesadaran setiap kepala bidang untuk bersungguh-sungguh dalam menyusun
inovasi.
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Intensivitas seleksi inovasi

Bidang litbang sebagai pengampu inovasi memberikan perhatian lebih dalam menyeleksi
inovasi yang akan diangkat sebagai inovasi Bapedalitbang.

Pemahaman dan mind set yang baik

Setiap personel yang menyusun inovasi memiliki mind set dan pemahaman yang baik tentang
inovasi.

Faktor Penghambat :

1.

Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Meskipun anggaran tersedia, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian di
bidang inovasi dan teknologi menjadi kendala dalam mencapai target yang lebih tinggi.
Implementasi Program yang Belum Optimal

Beberapa program inovasi belum sepenuhnya diimplementasikan secara optimal, terutama
dalam hal monitoring dan evaluasi yang kurang intensif.

Alternatif Solusi yang telah dilakukan :

1.

f)

Peningkatan Kapasitas SDM

Melalui pelatihan dan workshop, upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di
bidang inovasi dan teknologi telah dilakukan.

Penguatan Monitoring dan Evaluasi

Sistem monitoring dan evaluasi yang lebih ketat telah diterapkan untuk memastikan program-
program inovasi berjalan sesuai rencana dan target.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung Indeks Inovasi Daerah pada tahun 2024
adalah sebesar Rp. 30.073.787,-. Realisasi anggaran yang digunakan adalah Rp.
21.383.600,- atau 71,10% dari total anggaran. Efisiensi sumber daya sebagai berikut:

SASARAN EFISIENSI
Meningkatnya Kualitas Inovasi
Daerah CKK 97
PAGU ANGGARAN 30,073,787
INDIKATOR REALISAS| ANGGARAN 21,383,600

Nilai Kematangan Inovasi
Bapedalitbang

EFISIENSI (PAK x CKK) - RA
PAK x CKK

X 100%

2,917,157,339
2,895,773,739
2,917,157,339 0.992669713
Efisiensi sebesar 0,9926% ini menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya telah
dilakukan secara efektif. Meskipun tidak seluruh anggaran terserap, hal ini dapat disebabkan
oleh adanya penghematan dalam pelaksanaan program atau penundaan beberapa kegiatan
yang tidak mendesak. Namun, perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut untuk memastikan bahwa
penghematan ini tidak mengorbankan kualitas program yang dijalankan.
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dg) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian pernyataan kinerja.
Indikator Kinerja Nilai Kematangan Inovasi didukung oleh program Penelitian dan
Pengembangan. Program yang telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target
indikator Nilai Kematangan Inovasi dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 3.28
Program yang mendukung pencapaian target indikator kinerja yang di tetapkan
No Program/Kegiatan Anggaran Realisasi TingkatCapaian
(Rp) (Rp) (%)
1. Program Penelitian dan
Pengembangan
. | 30.073.787,- 21.383.600,- 71,10
- Pengembangan Inovasi
dan Teknologi
Jumlah 30.073.787 ,- 21.383.600,- 71,10

Sumber : Bapedalitbang

Program utama yang mendukung pencapaian Nilai Kematangan Inovasi Bapedalitbang adalah
Program Penelitian dan Pengembangan, khususnya dalam bidang Pengembangan Inovasi dan
Teknologi. Program ini telah dilaksanakan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 21.383.600, -
atau 71,10% dari total anggaran yang dialokasikan.

Program ini telah memberikan kontribusi signifikan dalam mendorong inovasi di Bapedalitbang,
terutama melalui pengembangan teknologi dan inovasi yang dapat diaplikasikan dalam berbagai
sektor pembangunan. Namun, tingkat capaian anggaran yang hanya 71,10% menunjukkan
bahwa masih ada ruang untuk meningkatkan efektivitas penyerapan anggaran guna mendukung
program-program inovasi yang lebih besar dan lebih berdampak.

Q)

(0
Sasaran 4
Terwujudnya Pemerintahan Yang Akuntabel dan Berkinerja

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian
sasaran strategis 4 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja, dengan capaian kinerja
sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini:
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Tabel 3.29
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4

No. Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Ca(rzz)lan
1. |Nilai AKIP Bapedalitbang |Tanpa Satuan| AA (90,1) | A (89,93)" | 99,81

Rata-rata Capaian

* Nilai sementara (tahun 2023)

Capaian dari indikator kinerja ini belum bisa dihitung karena hasil realisasinya belum keluar

dari Inspektorat.

4,

Realisasi indikator kinerja ini

Hasil Penilaian AKIP Bapedalitbang oleh Inspektorat

diukur berdasarkan

hasil penilaian AKIP oleh

Inspektorat yang dalam proses evaluasi akuntabilitas kinerja menggunakan teknik “criteria

referenced survey” dengan cara menilai secara bertahap langkah demi langkah setiap

komponen dan selanjutnya menilai secara keseluruhan dengan criteria evaluasi dari

masing- masing komponen yang telah ditetapkan.

Aspek yang dinilai dalam evaluasi : Tabel 3.30

No. Komponen Bobot Nilai capaian
1 Perencanaan Kinerja 30 % *
2 Pengukuran Kinerja 30 % *
3. Pelaporan Kinerja 15 % *
4 Evaluasi  Akuntabilitas  Kinerja | 25 % *
Internal
Total 100 % *

Dari uraian tabel diatas dapat dilihat nilai capaian yang diperoleh oleh Badan Perencanaan

Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebesar *

dengan Kategori *
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Tabel 3.31

No.

Kategori

Nilai Angka

Interpretasi

>90-100

Sangat memuaskan

>

>80-90

Memuaskan :
Memimpin perubahan, berkinerja tinggi,

dan sangat akuntabel

BB

>70-80

Sangat baik :
Akuntabel, berkinerja baik, memiliki

sistem manajemen kinerja andal

>60-70

Baik :

Akuntabilitas kinerjanya sudah baik,
memiliki sistem yang dapat digunakan
untuk menajemen kinerja, dan perlu

sedikit perbaikan

CC

>60-60

Cukup (memadai) :

Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat
kebijakan, memiliki sistem yang dapat
digunakan untuk memperoduksi
informasi kinerja untuk
pertanggungjawaban, perlu banyak

perbaikan tidak mendasar.

>30-50

Kurang :

Sistem dan tatanan kurang dapat
diandalkan, memiliki sistem untuk
manajemen kinerja tapi perlu banyak
perbaikan minor dan perbaikan yang

mendasar

Sangat Kurang :

Sistem dan tatanan tidak dapat
diandalkan untuk penerapan manajemen
kinerja; perlu banyak perbaikan, sebagian

perubahan yang sangat mendasar.
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a) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024.

Tabel. 3.32
Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2024
No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian (%)
Nilai AKIP Tanpa AA . .
1 Bapedalitbang Satuan (90,1) A (89,93) 99,81

Sumber : Bapedalitbang

Pada tahun 2024, target Nilai AKIP Bapedalitbang yang ditetapkan adalah AA (90,1). Realisasi
yang dicapai adalah A (89,93), dengan capaian kinerja sebesar 99,81%. Meskipun target tidak
sepenuhnya tercapai, capaian ini menunjukkan bahwa Bapedalitbang telah berhasil mencapai
tingkat kinerja yang sangat tinggi, hanya selisih 0,17 poin dari target yang ditetapkan.

Perbedaan antara target dan realisasi ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti
keterbatasan dalam implementasi program, kendala teknis, atau faktor eksternal yang
memengaruhi proses evaluasi kinerja. Namun, capaian di atas 99% menunjukkan bahwa upaya
yang dilakukan telah sangat efektif dalam mendorong peningkatan kinerja Bapedalitbang.

b) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan dua
tahun terakhir

Tabel 3.33
Realisasi dan Capaian Indikator kinerja
Nilai Kematangan Inovasi Bapedalitbang Tahun 2022-2024

No Indikator Satuan Realisasi Capaian (%)
Kinerja
2022 2023 2024 2022 2023 2024
. A
1 Nilai AKIP Nilai A A . .
* | Bapedalitbang (89,96) | (89,03) | (89.93)" | 99,95 | 99,81 99,81

Sumber : Bapedalitbang

* Nilai tahun 2023

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (2022-2024), Nilai AKIP Bapedalitbang menunjukkan
konsistensi yang sangat baik. Pada tahun 2022, realisasi mencapai A (89,96) dengan capaian
99,95%, pada tahun 2023 realisasi mencapai A (89,93) dengan capaian 99,81%, dan pada tahun
2024 realisasi tetap stabil di angka A (89,93) dengan capaian 99,81%.
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Tren ini menunjukkan bahwa Bapedalitbang telah berhasil mempertahankan tingkat kinerja yang
tinggi selama tiga tahun terakhir. Meskipun tidak ada peningkatan signifikan dari tahun ke tahun,
konsistensi ini menunjukkan bahwa program-program yang dijalankan telah berjalan dengan baik
dan stabil.

a) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 3.34
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja

Nilai Kematangan Inovasi Bapedalitbang
Tahun 2022-2024 dengan Target RENSTRA

Nilai AKIP Nilai A A AA A A A
Bapedalitbang (89) (90) (90,1) (89,96) (89,93) (89,93)

Sumber : Bapedalitbang
* Nilai tahun 2023

Berdasarkan dokumen RENSTRA (Rencana Strategis), target Nilai AKIP Bapedalitbang untuk
tahun 2022, 2023, dan 2024 masing-masing adalah A (89), A (90), dan AA (90,1). Realisasi yang
dicapai pada tahun 2022 adalah A (89,96), tahun 2023 adalah A (89,93), dan tahun 2024 adalah
A (89,93).

Dari data tersebut, terlihat bahwa realisasi kinerja pada tahun 2022 dan 2023 telah melebihi target
RENSTRA, sementara pada tahun 2024 realisasi masih di bawah target dengan selisih 0,17 poin.
Meskipun demikian, capaian yang stabil di atas 99% menunjukkan bahwa Bapedalitbang telah
berusaha mendekati target yang ditetapkan dalam RENSTRA. Upaya perbaikan dan peningkatan
kinerja perlu terus dilakukan untuk mencapai target AA (90,1) di masa mendatang.

b) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan standar nasional
(jika ada)
Tabel 3.35

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan standar nasional
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Nilai AA 80% A (89,93)* | Rata-Rata

Nilai AKIP (90,1) Kab/Kota Kab/Kota

Bapedalitbang bernilai B bernilai B
“Baik” “Baik”

Sumber : Bapedalitbang
*Nilai 2023

Standar nasional untuk Nilai AKIP Bapedalitbang pada tahun 2024 adalah 80% untuk
Kabupaten/Kota dengan nilai B (Baik). Realisasi yang dicapai oleh Bapedalitbang pada tahun
2024 adalah A (89,93), yang jauh melampaui standar nasional. Hal ini menunjukkan bahwa
kinerja Bapedalitbang berada di atas rata-rata kinerja Kabupaten/Kota lainnya yang bernilai B

(Baik).

Dengan demikian, Bapedalitbang telah berhasil mencapai tingkat kinerja yang sangat baik,
bahkan melebihi standar nasional yang ditetapkan. Ini merupakan pencapaian yang patut
diapresiasi dan menunjukkan bahwa Bapedalitbang telah berhasil mengimplementasikan sistem
evaluasi kinerja yang efektif.

c) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta
alternatif solusi yang telah dilakukan

Faktor Pendukung :

Dibentuknya Tim SAKIP yang bertugas dalam pelaksanaan proses penilaian SAKIP dan
pengumpulan data serta pengukuran kinerja.

Adanya dukungan penuh dari pimpinan dalam mencapai target indikator.

Adanya personel yang memahami tentang SAKIP dan dokumen yang perlu disiapkan
dalam penilaian SAKIP

Faktor Penghambat :

Tim SAKIP belum bekerja maksimal dalam hal pengumpulan data serta pengukuran
kinerja.

Keterbatasan personel dalam menunjang ketercapaian target indikator.

Alternatif Solusi yang telah dilakukan :

Peningkatan Kapasitas SDM Melalui pelatihan dan workshop, upaya peningkatan
kapasitas sumber daya manusia di bidang evaluasi kinerja telah dilakukan.

Penguatan Koordinasi Antar Unit Kerja : Sistem koordinasi yang lebih ketat telah
diterapkan untuk memastikan program-program penunjang berjalan sesuai rencana dan
target.

d) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung Nilai AKIP Bapedalitbang pada tahun 2024
adalah sebesar Rp. 5.669.291.635,-. Realisasi anggaran yang digunakan adalah Rp.
4.910.998.159,- atau 86,62% dari total anggaran. Efisiensi sumber daya sebagai berikut:
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SASARAN EFISIENSI
TerWUJuqnya' Pemerintahan yang Akuntabel kP 99.81
dan Berkinerja
Pagu Anggaran 5669291635
Indikator Realisasi Anggaran 4910998159
"Nilai AKIP Bapedalitbang" Efisiensi 560940999930.35

565851998089.35

0.991321055

Efisiensi anggaran ini menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya telah dilakukan secara
efektif. Meskipun tidak seluruh anggaran terserap, hal ini dapat disebabkan oleh adanya
penghematan dalam pelaksanaan program atau penundaan beberapa kegiatan yang tidak
mendesak. Namun, secara keseluruhan dapat disampaikan bahwa penghematan ini tidak
mengorbankan kualitas program yang dijalankan.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian pernyataan kinerja.

Indikator Kinerja Nilai AKIP Bapedalitbang didukung oleh program Program Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah Kab/kota. Program yang telah dilaksanakan untuk mendukung
pencapaian target indikator Nilai AKIP Bapedalitbang dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 3.36
Program yang mendukung pencapaian target indikator kinerja yang di tetapkan

No Program/Kegiatan Anggaran Realisasi TingkatCapaian

(Rp) (Rp) (%)

Program Penunjang
Urusan Pemerintahan 5.669.291.635,- 4.910.998.159,- 86,62
Daerah Kab/kota

Jumlah 5.669.291.635,- 4.910.998.159,- | 86,62

Sumber : Bapedalitbang

Program utama yang mendukung pencapaian Nilai AKIP Bapedalitbang adalah Program
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota. Program ini telah dilaksanakan dengan
realisasi anggaran sebesar Rp. 4.910.998.159,- atau 86,62% dari total anggaran yang
dialokasikan.

Program ini telah memberikan kontribusi signifikan dalam mendorong peningkatan kinerja
Bapedalitbang, terutama melalui dukungan yang diberikan dalam pelaksanaan tugas dan
fungsi Bapedalitbang. Namun, tingkat capaian anggaran yang hanya 86,62% menunjukkan
bahwa masih ada ruang untuk meningkatkan efektivitas penyerapan anggaran guna
mendukung program-program yang lebih besar dan lebih berdampak.
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B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Anggaran dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan
Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bapedalitabng) Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjang
pencapaian 4 (empat) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala
Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bapedalitabng) Kabupaten

Pesisir Selatan, tercantum pada tabel berikut

Tabel 3.37
Anggaran dan Realisasi Anggaran
Yang Menunjang Sasaran Strategis Tahun 2024

1 2 3 4 5
Meningkatnnya
1 Kualitas Dokumen
511.531.486 486.114.650 95,03
Perencanaan
pembangunan
Meningkatnya  Peran
2 Kelitbangan dalam
Pembangunan Daerah 999.993.629,- 823.023.763,- 82,30%
Meningkatnya Kualitas
3 Inovasi Daerah
Terwujudnya
4 .
Pemerintahan yang
5.669.291.635,- 4.910.998.159,- 86,62
Akuntabel dan
Berkinerja
Total 7.180.816.750 6.220.136.572,- 86,62

Sumber : Laporan Perkembangan Realisasi Program/Kegiatan Tahun 2024.

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa plafon anggaran yang disediakan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 untuk
menunjang pencapaian 4 (empat) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian
Kinerja Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 sebesar Rp.7.180.816.750,-
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terealisaasi sebesar Rp.6.220.136.572,- atau 86,62%. Dalam peaksanaan program /
kegiatan yang menunjang pencapaian 4 (empat) sasaran strategis mencerminkan efesiensi
pelaksanaan program kegiatan tanpa mengurangi fisik kegiatan yang menunjang
pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan. Dapat dikatakan bahwa terdapat efisiensi

anggaran sebesar 13,38 % atau sebanyak Rp. 960.680.178.
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V.1

BAB IV
PENUTUP
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisa Kkinerja pada Bab Ill, Capaian Kinerja Badan

Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2024,

yaitu:
1.

Capaian Sasaran

Dari 4 (empat) sasaran yang telah ditetapkan, 3 sasaran kinerja memiliki capaian
sangat baik. Untuk sat sasaran lainnya belum bisa dihitung capaiannya karena nilai
realisasinya belum keluar dari pihak yang berwenang untuk memberikan penilaian.

Capaian Indikator Kinerja

Dari 6 (tiga) indikator kinerja yang telah ditetapkan, sebanyak 1 (satu) indikator
kinerja belum bisa dilihat tingkat capiannya karena nilai dari indikator tersebut
belum keluar dari pihak Inspektorat. Sedangkan untuk indikator lainnya telah

mencapai target dengan prediket sangat baik.

Capaian Realisasi Anggaran dalam Mendukung Pencapaian Sasaran

Belanja Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan pada
tahun 2024 terealisasi sebesar Rp. 6.220.136.572 atau 86,62% dari target
alokasi sebesar Rp. 7.180.816.750,-. Dari 4 (empat) sasaran strategis,
capaian anggaran belanja sasaran strategis tertinggi adalah “Meningkatnya
Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan” yaitu 96,01% dan yang
terendah adalah “Meningkatnya Peran Kelitbangan Dalam Pembangunan

Daerah dan Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah” yaitu 82,30%.
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Iv.2 SARAN
Untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian kinerja dan
realisasi anggaran, maka dilakukan upaya-upaya, antara lain:

a Peningkatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kearah yang lebih baik
walaupun belum seperti yang diharapkan, tapi telah sesuai dengan
program dan kegiatan yang direncanakan.

b Perlunya peningkatan sumber daya manusia perencana dan peneliti untuk
meningkatkan kompetensi aparatur perencana.

c Penyempurnaan Sistim Informasi dalam pelaksanaan tugas (terintegrasinya
aplikasi yang digunakan di perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan).

d Kendala dan masalah yang di hadapi pada tahun 2024 dapat dijadikan
cermin untuk antisipasi pada tahun - tahun berikutnya.

Painan, 06 Januari 2025

$
0 'o
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/519979622 199703 1 001
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LAMPIRAN

1. Prestasi tahun 2024
2. Perjanjian Kinerja 2024




Penghargaan yang diterima oleh Badan Perencanaan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan tahun 2024

1. Penghargaan “Dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik
Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024" Terbaik II Kategori Perangkat
Daerah KUALIFIKASI “INFORMATIF” Diterima di Painan pada 20 Desember 2024.
Penghargaan ini diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
PIAGAM PENGHARGAAN
Nomor : 500.12.18.1/207/KOMINFO-PS/2024

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DENGAN INI MEMBERIKAN PENGHARGAAN KEPADA :

BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Terbaik Il Kategori Perangkat Daerah

KUALIFIKASI :
“ Informatif ”

DALAM MONITORING DAN EVALUASI KEI‘ERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
TINGKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2024

Painan, 20 Desember 2024

DG secers sektenie cloh
'SEKRETARIS DAERAH
Mawars Rocka

=




2. Penghargaan SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT kepada Kabupaten Pesisir
Selatan sebagai Kabupaten/Kota STBM Madya yang dikeluarkan oleh Kementerian
Kesehatan Republik Indonesia. Diterima di Jakarta pada 6 Desember 2024.
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PESISIR SELATAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
MONITORING/EVALUASI INTERNAL CAPAIAN KINERJA

BADAN PERENCANAAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN



PESISIR SELATAN

et

BADAN PERENCANAAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor SOP 004/SOP/BAPEDALITBANG/2024

Tanggal Pembuatan 5 Januari 2024

Tanggal Revisi P -

Tanggal Pengesahan 5 Januari 2024

Disahkan Oleh Kepala BAPEDALITBANG

Nama SOP Monitoring/Evaluasi Internal Capaian

Kinerja

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar
Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah  Provinsi dan
Kabupaten/Kota

4. Permendagri No. 73 tahun 2009 tentang tata cara pelaksanaan evaluasi kinerja
penyelenggaraan pemerintahan daerah

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017
Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

1. Memiliki kemampuan pengolahan data

2. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah

3. Mengetahui tugas dan fungsi dalam pembuatan laporan kinerja

4. Memiliki kemampuan berkoordinasi dengan Bidang di lingkup Badan

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

1. SOP Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja

1. Renja, DPA, Perjanjian Kinerja

2. Dokumen Laporan Fisik dan Kegiatan
3. Format Indikator Kinerja Utama

4. Perangkat Komputer

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

1. Jika SOP tidak dilaksanakan maka penyusunan laporan monitoring/evaluasi
internal capaian kinerja tidak maksimal dan tidak tercapainya kinerja seuai target
yang ditetapkan.

1. Disimpan sebagai dokumen pengendalian dan evaluasi kinerja




SOP : MONITORING/EVALUASI INTERNAL CAPAIAN KINERJA

PELAKSANA MUTU BUKU
NO URAIAN PROSEDUR Sekretaris | KepalaBidang |"crencana KS::;:;Q I;:';ZI: Kele:;g?:; |:1dan Waktu Output ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. | Membuat format isian monitoring Formatisian 15 menit Disposisi
evaluasi kinerja
2. | Melakukan pengumpulan data kinerja A\ Laporan Evaluasi 2 hari Lembar
Bidang Per Triwulan Kinerja Disposisi
3. | Mengolah data kinerja Badan / Laporan Evaluasi 7 hari 7 hari
I::I Kinerja
4. | Menyusun rencana monitoring evaluasi Jadwal, Format 2 hari Draft
kinerja setiap Bidang Isian, Laporan Laporan
Evaluasi Kinerja
Kinerja
5. | Melaksanakan monitoring evaluasi \|/ Blangko Monev 7 hari Draft
kinerja Laporan
Kinerja
6. | Mengumpulkan data dan informasi hasil ' Draft laporan 3jam Draft
monitoring evaluasi monitoring evaluasi laporan
kinerja monitorin
Ijil g evaluasi
kinerja
7. | Mengolah dan menganalisa data dan Draft laporan 1 hari Draft
informasi hasil monitoring evaluasi Ifj monitoring evaluasi laporan
kinerja monitorin




PELAKSANA MUTU BUKU
NO URAIAN PROSEDUR . . Kasubag Kepala Kepala Kelengkapan dan ket
Sekretaris Kepala Bidang Program Seksi Dinas Peralatan Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
g evaluasi
kinerja
8. | Menyusun draft laporan monitoring Draft laporan 2 hari Draft
evaluasi kinerja Badan monitoring evaluasi laporan
I: kinerja monitorin
g evaluasi
kinerja
9. | Membahas draft laporan hasill Draft laporan 1 Minggu | Draft
. A\ monitoring evaluasi laporan
monitoring
I::I kinerja monitorin
g evaluasi
kinerja
10. | Melakukan perbaikan/koreksi Draft . Draft laporan 3 hari Draft
laporan hasil monitoring I: monitoring evaluasi laporan
kinerja monitorin
g evaluasi
kinerja
11. | Melakukan verifikasi draft laporan hasil Draft laporan 1 hari Draft
. \ . .
monitoring I::I monitoring evaluasi laporan
kinerja monitorin
g evaluasi

kinerja




PELAKSANA MUTU BUKU
NO URAIAN PROSEDUR - . Kasubag Kepala Kepala Kelengkapan dan ket
Sekretaris Kepala Bidang Program Seksi Dinas Peralatan Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12. | Menyusun dokumen monitorng evaluasi \ Draft laporan 1 hari Laporan
kinerja Badan |:| monitoring evaluasi Monitorin
kinerja g Evaluasi
13. | Menyimpan dokumen monitoring Laporan 15 menit Laporan
evaluasi kinerja Badan Monitoring Monitorin
Evaluasi g Evaluasi
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Notulen Hasil Monitoring Rencana Aksi Bapedalitbang Tahun 2024

Hari / Tanggal : Jum’at / 19 April 2024
Tempat : Aula Lt.2 Bapedalitbang
Peserta : 1. Kepala Bapedalitbang

2. Sekretaris Bapedalitbang
3. Kepala Bidang Bapedalitbang
4. Fungsional Perencana Bapedalitbang

Laporan Analisis Rencana Aksi Sekretaris Bapedalitbang Tahun 2024

A. Kesesuaian Rencana Aksi, Indikator, dan Target yang Ditetapkan dalam Rencana Aksi

1. Rencana Aksi 1: Mengkoordinir Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bidang di Bapedalitbang

a.
b.
c.

Indikator Kinerja: Jumlah dokumen capaian kinerja bidang.

Target: 1 Dokumen dalam waktu 1-12 Bulan.

Kesesuaian: Rencana aksi ini memiliki indikator yang jelas, yaitu jumlah dokumen capaian
kinerja bidang. Target yang ditetapkan (1 dokumen) terlihat realistis dan dapat dicapai dalam
waktu 1-12 bulan. Indikator dan target ini sesuai dengan tujuan meningkatkan akuntabilitas
kinerja Bapedalitbang.

2. Rencana Aksi 2:
Menyelenggarakan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja
Bapedalitbang

a.

b.
c.

Indikator Kinerja: Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian, dan evaluasi
Bapedalitbang yang disusun.

Target: 6 Dokumen dalam waktu 1-12 Bulan.

Kesesuaian: Indikator ini mengukur jumlah dokumen yang disusun, yang merupakan bagian
penting dari perencanaan dan pengukuran kinerja. Target 6 dokumen dalam setahun terlihat
cukup menantang namun masih realistis. Indikator dan target ini sejalan dengan tujuan
meningkatkan akuntabilitas kinerja Bapedalitbang.

3. Rencana Aksi 3:
Menyelenggarakan Penyusunan Dokumen Pelaporan Bapedalitbang Tahun 2023

a. Indikator Kinerja: Jumlah dokumen pelaporan.

b. Target: 5 Dokumen.

c. Kesesuaian: Indikator ini mengukur jumlah dokumen pelaporan yang disusun. Target 5
dokumen terlihat realistis dan sesuai dengan kebutuhan pelaporan tahunan. Namun,
waktu penyelesaian tidak disebutkan secara eksplisit, yang mungkin perlu diperjelas.

4. Rencana Aksi 4: Mengkoordinir Pelaksanaan Inovasi Bidang Sekretariat

a. Indikator Kinerja: Jumlah inovasi Bidang Sekretariat.

b. Target: 1 Inovasi dalam waktu 12 Bulan.

c. Kesesuaian: Indikator ini mengukur jumlah inovasi yang dihasilkan oleh bidang
Sekretariat. Target 1 inovasi dalam setahun terlihat realistis dan sesuai dengan tujuan
meningkatkan inovasi Bapedalitbang.



B. Kesesuaian Rencana Aksi dengan Rencana Hasil Kerja
1. Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bapedalitbang

Kesesuaian: Rencana aksi 1 dan 2 (mengkoordinir pelaksanaan program dan
menyelenggarakan penyusunan dokumen perencanaan) sangat sesuai dengan sasaran
strategis ini. Kedua rencana aksi tersebut fokus pada peningkatan akuntabilitas melalui
penyusunan dokumen kinerja dan perencanaan.

2. Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bapedalitbang

Kesesuaian: Rencana aksi 3 (menyelenggarakan penyusunan dokumen pelaporan) juga
sejalan dengan sasaran strategis ini. Pelaporan adalah bagian penting dari akuntabilitas kinerja,
sehingga rencana aksi ini relevan dengan sasaran tersebut.

3. Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Inovasi Bapedalitbang

Kesesuaian: Rencana aksi 4 (mengkoordinir pelaksanaan inovasi bidang Sekretariat) sangat
sesuai dengan sasaran strategis ini. Rencana aksi ini secara langsung bertujuan untuk
meningkatkan inovasi di lingkungan Bapedalitbang.

Kesimpulan

Secara umum, rencana aksi yang disusun oleh SEKRETARIS BAPEDALITBANG telah sesuai
dengan indikator dan target yang ditetapkan. Rencana aksi tersebut juga sejalan dengan sasaran
strategis yang ingin dicapai, yaitu meningkatkan akuntabilitas kinerja dan inovasi di Bapedalitbang.
Namun, ada beberapa hal yang perlu diperjelas, seperti waktu penyelesaian untuk rencana aksi 3
(penyusunan dokumen pelaporan) agar lebih terukur dan terstruktur.

Laporan Analisis Rencana Aksi Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
(PPM) Tahun 2024

A. Kesesuaian Rencana Aksi, Indikator, dan Target yang Ditetapkan
1. Kesesuaian Rencana Aksi dengan Indikator Kinerja Individu

Rencana aksi yang dirancang oleh Kepala Bidang PPM telah dilengkapi dengan indikator kinerja
individu yang relevan. Setiap rencana aksi memiliki indikator yang jelas dan terukur, sehingga
memudahkan dalam melakukan evaluasi kinerja.

Contoh :

a. Rencana aksi: Menyelaraskan Sasaran Program Renstra dengan RPJMD, Program
RKPD dengan RPJMD, Renja PD dengan RKPD memiliki indikator Persentase
Keselarasan Sasaran Program Renstra dengan RPJMD, Program RKPD dengan
RPJMD, Renja PD dengan RKPD. Indikator ini sesuai dengan rencana aksi yang
dilakukan dan dapat diukur secara kuantitatif.

b. Rencana aksi: Mengkoordinir Program Penurunan Prevalensi Stunting memiliki
indikator Persentase Program Prioritas Renja PD terhadap RKPD. Indikator ini juga
relevan dengan tujuan program penurunan stunting.



2. Kesesuaian Target dengan Rencana Aksi

Target yang ditetapkan dalam rencana aksi terlihat realistis dan sesuai dengan waktu yang
diberikan. Target tersebut meningkat secara bertahap dari Triwulan | hingga Triwulan IV,
menunjukkan adanya progresivitas dalam pencapaian tujuan.

Contoh:

a. Pada Triwulan I, target untuk Menyelaraskan Sasaran Program Renstra dengan RPJMD
adalah 20-25%, sedangkan pada Triwulan Il target meningkat menjadi 50%. Hal ini
menunjukkan adanya peningkatan target yang sejalan dengan waktu dan upaya yang
dilakukan.

b. Pada Triwulan Ill dan IV, target untuk Mengkoordinir Program Pengentasan Kemiskinan
Ekstrem dan Program Penurunan Stunting mencapai 100%, yang menunjukkan
komitmen untuk menyelesaikan program tersebut pada akhir tahun.

3. Konsistensi Indikator dan Target

B.

Indikator dan target yang ditetapkan konsisten dengan rencana aksi yang dilakukan. Tidak ada
indikator yang tidak relevan dengan rencana aksi, dan target yang ditetapkan dapat dicapai
dengan indikator yang ada.

Kesesuaian Rencana Aksi dengan Rencana Hasil Kerja

1. Kesesuaian dengan Sasaran Strategis

a. Meningkatnya Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah: Rencana aksi
seperti Menyelaraskan Sasaran Program Renstra dengan RPJMD dan Menyeleraskan
Sasaran Program Renstra dengan RPJMD langsung berkaitan dengan sasaran strategis
ini.

b. Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah: Rencana aksi
seperti Mengkoordinir Program Penurunan Prevalensi Stunting dan Mengkoordinir Program
Pengentasan Kemiskinan Ekstrem menunjukkan upaya untuk meningkatkan koordinasi
dalam perencanaan pembangunan.

c. Meningkatnya Inovasi Bapedalitbang: Rencana aksi seperti Pematangan Inovasi terkait
Pengembangan pada aplikasi SIMAPAN dan Pematangan inovasi terkait pembuatan buku
saku tentang stunting sejalan dengan sasaran strategis untuk meningkatkan inovasi.

2. Kesesuaian dengan Rencana Hasil Kerja

Rencana aksi yang dirancang telah sesuai dengan rencana hasil kerja yang ingin dicapai.
Setiap rencana aksi memiliki tujuan yang jelas dan terukur, serta mendukung pencapaian hasil
kerja yang diharapkan.

Contoh:

a. Rencana aksi Menyelaraskan Sasaran Program Renstra dengan RPJMD mendukung hasil
kerja berupa peningkatan keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

b. Rencana aksi Mengkoordinir Program Penurunan Prevalensi Stunting dan Mengkoordinir
Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem mendukung hasil kerja berupa peningkatan
efektivitas koordinasi perencanaan pembangunan daerah.



c. Rencana aksi Pematangan Inovasi terkait Pengembangan pada aplikasi SIMAPAN
mendukung hasil kerja berupa peningkatan inovasi di bidang pemerintahan dan
pembangunan manusia.

3. Progresivitas Rencana Aksi

Rencana aksi yang dirancang menunjukkan progresivitas yang baik, dengan target yang
meningkat dari Triwulan | hingga Triwulan IV. Hal ini menunjukkan bahwa rencana aksi telah
dirancang dengan matang dan bertahap untuk mencapai hasil kerja yang diinginkan.

Kesimpulan:
Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa:

a. Rencana aksi, indikator, dan target yang ditetapkan oleh Kepala Bidang PPM telah sesuai
dan relevan. Indikator yang digunakan terukur, dan target yang ditetapkan realistis serta
meningkat secara bertahap.

b. Rencana aksiyang dirancang telah sesuai dengan rencana hasil kerja dan sasaran strategis
yang ditetapkan. Setiap rencana aksi mendukung pencapaian hasil kerja yang diharapkan,
dan menunjukkan progresivitas yang baik dalam mencapai tujuan akhir.

Dengan demikian, rencana aksi yang dirancang oleh Kepala Bidang PPM dapat dianggap
efektif dan terstruktur dengan baik untuk mencapai tujuan pembangunan daerah pada tahun
2024.

Laporan Analisis Rencana Aksi Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur, dan
Kewilayahan (PSDAIK) Tahun 2024

A. Kesesuaian Rencana Aksi, Indikator, dan Target
1. Rencana Aksi dan Indikator Kinerja Individu

Rencana aksi yang diusulkan dalam dokumen ini terfokus pada tiga kegiatan utama:

a. Memfasilitasi penyelarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

b. Meningkatkan efektivitas koordinasi perencanaan pembangunan daerah.

c. Memfasilitasi input usulan inovasi bidang PSDAIK melalui aplikasi SIPPa dan usulan DAK
melalui aplikasi Krisna System.

d. Indikator kinerja individu yang digunakan sudah sesuai dengan rencana aksi yang diusulkan.

Misalnya:

a. Jumlah perangkat daerah yang diselaraskan dokumen perencanaannya.
b. Jumlah perangkat daerah yang ditingkatkan efektivitas koordinasinya.
c. Jumlah inovasi bidang PSDAIK yang diusulkan melalui aplikasi SIPPa.

2. Target yang Ditetapkan

a. Target yang ditetapkan untuk setiap indikator kinerja terlihat realistis dan terukur.
b. Target jumlah perangkat daerah: 13 perangkat daerah untuk penyelarasan dokumen dan
peningkatan efektivitas koordinasi.



c. Target waktu: 12 bulan untuk semua kegiatan, dengan beberapa kegiatan tambahan yang
memiliki target waktu 3 bulan (misalnya, input usulan DAK dan inovasi bidang PSDAIK).

d. Target ini konsisten di semua triwulan, menunjukkan bahwa kegiatan ini bersifat
berkelanjutan dan memerlukan monitoring secara berkala.

3. Kesesuaian antara Rencana Aksi, Indikator, dan Target

a. Secara umum, rencana aksi, indikator, dan target yang ditetapkan sudah saling selaras.

Misalnya, untuk rencana aksi "Memfasilitasi penyusunan dokumen perencanaan perangkat
daerah yang diselaraskan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah," indikator
yang digunakan adalah "Jumlah Perangkat Daerah yang diselaraskan dokumen
perencanaannya,” dengan target 13 perangkat daerah dalam waktu 12 bulan. Hal ini
menunjukkan kesesuaian yang baik antara rencana aksi, indikator, dan target.

B. Kesesuaian Rencana Aksi dengan Rencana Hasil Kerja

1. Sasaran Strategis

a. Dokumen ini memiliki tiga sasaran strategis:

1. Meningkatnya keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerabh.
2. Meningkatnya efektivitas koordinasi perencanaan pembangunan daerah.
3. Meningkatnya inovasi Bapedalitbang.

o

Rencana aksi yang diusulkan dalam dokumen ini sudah sesuai dengan sasaran
strategis tersebut.

Sasaran 1 (Keselarasan dokumen perencanaan) diwujudkan melalui rencana aksi
memfasilitasi penyelarasan dokumen perencanaan perangkat daerah.

Sasaran 2 (Efektivitas koordinasi) diwujudkan melalui rencana aksi memfasilitasi
peningkatan efektivitas koordinasi perencanaan pembangunan daerah.

Sasaran 3 (Inovasi Bapedalitbang) diwujudkan melalui rencana aksi memfasilitasi input
usulan inovasi bidang PSDAIK melalui aplikasi SIPPa dan usulan DAK melalui aplikasi
Krisna System.

2. Konsistensi dengan Rencana Hasil Kerja**

a.

b.

Rencana aksi yang diusulkan dalam dokumen ini konsisten dengan rencana hasil kerja
yang ingin dicapai.

Misalnya, untuk mencapai sasaran strategis "Meningkatnya keselarasan dokumen
perencanaan pembangunan daerah," rencana aksi yang diusulkan adalah memfasilitasi
penyelarasan dokumen perencanaan perangkat daerah. Hal ini menunjukkan bahwa
rencana aksi dirancang untuk mendukung pencapaian sasaran strategis secara
langsung.

3. Keterkaitan antara Rencana Aksi dan Sasaran Strategis

Setiap rencana aksi memiliki keterkaitan yang jelas dengan sasaran strategis.

Misalnya, rencana aksi "Memfasilitasi input usulan dalam Aplikasi SIPPa" terkait langsung
dengan sasaran strategis "Meningkatnya inovasi Bapedalitbang."

Hal ini menunjukkan bahwa rencana aksi tidak hanya bersifat operasional, tetapi juga
strategis dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.



C. Rekomendasi
1. Monitoring dan Evaluasi Berkala

a. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa target yang
ditetapkan dalam setiap triwulan tercapai.

b. Misalnya, untuk kegiatan yang memiliki target waktu 3 bulan (seperti input usulan DAK
dan inovasi bidang PSDAIK), perlu dipastikan bahwa kegiatan tersebut selesai tepat
waktu.

2. Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah

Untuk mencapai target 13 perangkat daerah dalam penyelarasan dokumen dan peningkatan
efektivitas koordinasi, perlu dilakukan peningkatan kapasitas perangkat daerah melalui
pelatihan atau pendampingan.

3. Optimalisasi Aplikasi SIPPa dan Krisna System

Agar usulan inovasi dan DAK dapat diinput dengan efektif, perlu dilakukan sosialisasi dan
pelatihan penggunaan aplikasi SIPPa dan Krisna System kepada seluruh perangkat daerah.

Kesimpulan

Rencana aksi yang diusulkan dalam dokumen ini sudah sesuai dengan indikator kinerja individu
dan target yang ditetapkan. Selain itu, rencana aksi juga selaras dengan sasaran strategis dan
rencana hasil kerja yang ingin dicapai. Dengan monitoring dan evaluasi yang baik, serta
peningkatan kapasitas perangkat daerah, target yang ditetapkan dapat tercapai secara efektif.

Laporan Analisis Rencana Aksi Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi
dan Evaluasi Pembangunan Daerah (PPEPD) Tahun 2024

Berdasarkan data yang terlampir mengenai Rencana Hasil Kerja dan Rencana Aksi dari Kepala
Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, berikut adalah laporan
yang disusun dengan metode mempelajari dan menelaah rencana aksi untuk mendapatkan
informasi mengenai kesesuaian rencana aksi, indikator, target, serta kesesuaian rencana aksi
dengan rencana hasil kerja:

A. Kesesuaian Rencana Aksi, Indikator, dan Target
1. Kesesuaian Rencana Aksi dengan Indikator Kinerja Individu (IKI)

a. Rencana aksi yang dirancang pada setiap triwulan telah disertai dengan indikator kinerja
individu yang relevan. Misalnya, pada Triwulan I, rencana aksi seperti "Pelaksanaan desk
Pembahasan Renja Perangkat Daerah" memiliki indikator kinerja berupa "Persentase
Keselarasan Program Restra dengan RPJMD". Hal ini menunjukkan bahwa rencana aksi
tersebut telah dirancang dengan indikator yang sesuai untuk mengukur pencapaiannya.

b. Namun, terdapat beberapa rencana aksi yang tidak dilengkapi dengan indikator kinerja,
seperti pada Triwulan Il, rencana aksi "Mengevaluasi Dokumen Evaluasi RKPD Tahun 2024



Triwulan 1" tidak memiliki indikator kinerja yang jelas. Hal ini dapat menyulitkan pengukuran
keberhasilan rencana aksi tersebut.

2. Kesesuaian Indikator dengan Target

a. Target yang ditetapkan pada umumnya realistis dan sesuai dengan indikator kinerja.
Contohnya, pada Triwulan I, target untuk "Persentase Keselarasan Program Restra dengan
RPJMD" adalah >75%, yang merupakan target yang cukup menantang namun masih dapat
dicapai.

b. Namun, ada beberapa target yang tidak jelas atau tidak terukur, seperti pada Triwulan I,
target untuk "terlaksananya Evaluasi RKPD 2024 TW II" hanya ditetapkan sebesar 50%
tanpa penjelasan lebih lanjut mengenai bagaimana target tersebut diukur.

3. Kesesuaian Rencana Aksi dengan Waktu Pelaksanaan

a. Waktu pelaksanaan rencana aksi umumnya telah disesuaikan dengan periode triwulan yang
ditetapkan. Misalnya, pada Triwulan |, rencana aksi seperti "Pelaksanaan desk Pembahasan
Renja Perangkat Daerah" memiliki waktu pelaksanaan selama 12 bulan, yang sesuai dengan
periode pelaporan tahunan.

b. Namun, ada beberapa rencana aksi yang tidak memiliki batasan waktu yang jelas, seperti
pada Triwulan Il, rencana aksi "Penyusunan Dokumen Ranwal RKPD" tidak memiliki waktu
pelaksanaan yang spesifik. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian dalam pelaksanaan
dan evaluasi.

B. Kesesuaian Rencana Aksi dengan Rencana Hasil Kerja
1. Kesesuaian dengan Sasaran Strategis

a. Rencana aksi yang dirancang pada setiap triwulan telah disesuaikan dengan sasaran
strategis yang telah ditetapkan. Misalnya, sasaran strategis "Meningkatnya Keselarasan
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah" diwujudkan melalui rencana aksi seperti
"Pelaksanaan desk Pembahasan Renja Perangkat Daerah" dan "Penyusunan Dokumen
Ranwal RKPD".

b. Namun, terdapat beberapa sasaran strategis yang belum sepenuhnya tercakup dalam
rencana aksi. Misalnya, sasaran strategis "Meningkatnya Kualitas Data Perencanaan
Pembangunan" hanya diwujudkan melalui beberapa rencana aksi seperti "Pembuatan SK
Forum data" dan "Pelaksanaan Desk Data 2024 dan Evaluasi Perangkat Daerah". Hal ini
menunjukkan bahwa perlu ada penambahan rencana aksi untuk lebih mendukung
pencapaian sasaran strategis tersebut.

2. Kesesuaian dengan Rencana Hasil Kerja Tahunan

a. Rencana aksi yang dirancang pada setiap triwulan telah disesuaikan dengan rencana hasil
kerja tahunan. Misalnya, pada Triwulan IV, rencana aksi seperti "Finalisasi Penyusunan
Dokumen RPJMD Teknokratik" dan "Finalisasi Dokumen Evaluasi RKPD tahun 2024
Triwulan 1lI" telah dirancang untuk mendukung pencapaian rencana hasil kerja tahunan.

b. Namun, ada beberapa rencana aksi yang tidak sepenuhnya mendukung rencana hasil kerja
tahunan. Misalnya, pada Triwulan Il, rencana aksi "Memonitoring pelaksanaan evaluasi 26
perangkat daerah melalui Aplikasi E Monef SPBE" tidak memiliki kaitan yang jelas dengan
rencana hasil kerja tahunan yang telah ditetapkan.



Kesimpulan

1. Kesesuaian Rencana Aksi, Indikator, dan Target:

Secara umum, rencana aksi telah dirancang dengan indikator dan target yang sesuai, meskipun
terdapat beberapa rencana aksi yang tidak dilengkapi dengan indikator kinerja atau target yang
jelas. Hal ini dapat menyulitkan proses evaluasi dan pengukuran keberhasilan.

2. Kesesuaian Rencana Aksi dengan Rencana Hasil Kerja:

Rencana aksi yang dirancang telah disesuaikan dengan sasaran strategis dan rencana hasil
kerja tahunan, meskipun terdapat beberapa sasaran strategis yang belum sepenuhnya
tercakup dalam rencana aksi. Perlu ada penambahan rencana aksi untuk lebih mendukung
pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Rekomendasi
1. Perbaikan Indikator dan Target:

Setiap rencana aksi sebaiknya dilengkapi dengan indikator kinerja yang jelas dan target yang
terukur. Hal ini akan memudahkan proses evaluasi dan pengukuran keberhasilan.

2. Penambahan Rencana Aksi:

Perlu ada penambahan rencana aksi untuk lebih mendukung pencapaian sasaran strategis
yang belum sepenuhnya tercakup, seperti sasaran strategis "Meningkatnya Kualitas Data
Perencanaan Pembangunan".

3. Penyesuaian Waktu Pelaksanaan:

Setiap rencana aksi sebaiknya memiliki batasan waktu pelaksanaan yang jelas dan spesifik
untuk memastikan bahwa rencana aksi tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang
telah ditetapkan.

Dengan demikian, laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan untuk
meningkatkan efektivitas pelaksanaan rencana aksi dan pencapaian sasaran strategis yang telah
ditetapkan.

Laporan Analisis Rencana Aksi Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang)
Tahun 2024

Berdasarkan data yang terlampir mengenai Rencana Hasil Kerja dan Rencana Aksi dari Kepala
Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang), berikut adalah laporan yang mempelajari dan
menelaah rencana aksi untuk mendapatkan informasi mengenai kesesuaian rencana aksi,
indikator, target, serta kesesuaian rencana aksi dengan rencana hasil kerja:

A. Kesesuaian Rencana Aksi, Indikator, dan Target yang Ditetapkan
1. Triwulan |

a. Rencana Aksi 1: Jumlah proposal dokumen inovasi daerah.
o Indikator: Jumlah proposal dokumen inovasi daerah.



o Target: Rapat persiapan dan keputusan dalam 12 bulan.
o Kesesuaian: Rencana aksi, indikator, dan target sudah sesuai. Target waktu 12 bulan
terlihat realistis untuk menyelesaikan proposal inovasi daerah.
b. Rencana Aksi 2: Koordinasi dan saran untuk meningkatkan minat inovasi.
o Indikator: Meningkatnya minat berinovasi.
o  Target: Meningkatnya nilai inovasi daerah.
o Kesesuaian: Indikator dan target kurang spesifik. Tidak ada ukuran kuantitatif yang jelas
untuk menilai peningkatan minat inovasi.
c. Rencana Aksi 3: Identifikasi jumlah kajian Kelitbangan.
o Indikator: Jumlah kajian Kelitbangan yang diterapkan.
o Target: 5 kajian awal dalam 12 bulan.
o Kesesuaian: Rencana aksi, indikator, dan target sudah sesuai. Target 5 kajian dalam
setahun terlihat realistis.

2. Triwulan 1l

a. Rencana Aksi 1: Bimbingan teknis tentang inovasi daerah.
o Indikator: Jumlah proposal dokumen inovasi daerah.
o Target: 1 event dalam 12 bulan.
o Kesesuaian: Rencana aksi dan target sudah sesuai, namun indikator kurang spesifik.
Indikator seharusnya lebih fokus pada hasil bimbingan teknis, bukan hanya jumlah

proposal.
b. Rencana Aksi 2: Penyusunan rancangan dokumen kajian kelitbangan.
o Indikator: Jumlah kajian kelitbangan yang diterapkan.

o Target: 5 kajian dalam 12 bulan.
o Kesesuaian: Rencana aksi, indikator, dan target sudah sesuai. Target 5 kajian dalam
setahun terlihat realistis.

3. Triwulan Il

a. Rencana Aksi 1: Bimbingan teknis tentang inovasi daerah.
o Indikator: Jumlah proposal dokumen inovasi daerah.
o Target: 1 inovasi dalam 12 bulan.
o Kesesuaian: Rencana aksi dan target sudah sesuai, namun indikator kurang spesifik.
Indikator seharusnya lebih fokus pada hasil bimbingan teknis.
b. Rencana Aksi 2: Penyusunan rancangan dokumen kajian Kelitbangan.
o Indikator: Jumlah kajian Kelitbangan yang diterapkan.
o Target: 4 kajian dalam 12 bulan.
o Kesesuaian: Rencana aksi, indikator, dan target sudah sesuai. Target 4 kajian dalam
setahun terlihat realistis.

4. Triwulan IV

a. Rencana Aksi 1: Memberikan konseling terkait inovasi daerah.
o Indikator: Jumlah proposal dokumen inovasi daerabh.
o Target: 39 inovasi dalam 12 bulan.
o Kesesuaian: Target 39 inovasi dalam setahun terlihat ambisius. Perlu penjelasan lebih
lanjut mengenai bagaimana target ini akan dicapai.



b. Rencana Aksi 2: Penyelesaian kajian Kelitbangan.
o Indikator: Jumlah kajian Kelitbangan yang diterapkan.
o Target: 5 kajian dalam 12 bulan.
o Kesesuaian: Rencana aksi, indikator, dan target sudah sesuai. Target 5 kajian dalam
setahun terlihat realistis

B. Kesesuaian Rencana Aksi dengan Rencana Hasil Kerja

1. Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Inovasi Daerah
Kesesuaian: Rencana aksi seperti penyusunan proposal inovasi, bimbingan teknis, dan
konseling inovasi sudah sesuai dengan sasaran strategis untuk meningkatkan inovasi daerah.
Namun, perlu diperhatikan bahwa beberapa indikator kurang spesifik dan target yang
ditetapkan (seperti 39 inovasi dalam setahun) terlihat terlalu ambisius tanpa penjelasan lebih
lanjut.

2. Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Kualitas Kelitbangan dalam Pembangunan Daerah
Kesesuaian: Rencana aksi seperti identifikasi kajian Kelitbangan, penyusunan dokumen kajian,
dan penyelesaian kajian sudah sesuai dengan sasaran strategis untuk meningkatkan kualitas
Kelitbangan. Target yang ditetapkan (5 kajian dalam setahun) terlihat realistis dan sesuai
dengan tujuan peningkatan kualitas Kelitbangan.

3. Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Inovasi Bapedalitbang
Kesesuaian: Rencana aksi seperti meningkatkan kegiatan poliklinik inovasi dan penyusunan
rencana inovasi sudah sesuai dengan sasaran strategis untuk meningkatkan inovasi di
Bapedalitbang. Namun, perlu diperhatikan bahwa beberapa indikator kurang spesifik dan target
yang ditetapkan (seperti 1 inovasi per triwulan) terlihat kurang ambisius.

Kesimpulan

1. Kesesuaian Rencana Aksi, Indikator, dan Target:

Secara umum, rencana aksi, indikator, dan target sudah sesuai, namun beberapa indikator
kurang spesifik dan beberapa target terlihat terlalu ambisius (seperti target 39 inovasi dalam
setahun) atau kurang ambisius (seperti target 1 inovasi per triwulan).

2. Kesesuaian Rencana Aksi dengan Rencana Hasil Kerja:

Rencana aksi secara umum sudah sesuai dengan sasaran strategis yang ditetapkan, namun
perlu perbaikan dalam hal spesifikasi indikator dan penyesuaian target agar lebih realistis dan
terukur.

Rekomendasi

1. Perbaikan Indikator Kinerja:

Indikator kinerja sebaiknya lebih spesifik dan terukur, terutama untuk rencana aksi yang
berkaitan dengan peningkatan minat inovasi dan bimbingan teknis.



2. Penyesuaian Target:

Target yang terlalu ambisius (seperti 39 inovasi dalam setahun) perlu ditinjau ulang dan
disesuaikan dengan kapasitas dan sumber daya yang tersedia. Sebaliknya, target yang kurang
ambisius (seperti 1 inovasi per triwulan) perlu ditingkatkan agar lebih sejalan dengan sasaran
strategis.

3. Peningkatan Koordinasi:

Perlu koordinasi lebih intensif antara tim untuk memastikan bahwa semua rencana aksi dapat
dilaksanakan sesuai dengan target yang ditetapkan.

Laporan Analisis Rencana Aksi Kasubbag Umum dan Kepegawaian Tahun 2024

Berdasarkan data yang terlampir dari Kasubbag Umum Dan Kepegawaian tentang Rencana Hasil
Kerja dan Rencana Aksi tahun 2024, berikut adalah laporan hasil telaah dan analisis terhadap
rencana aksi tersebut:

A. Kesesuaian Rencana Aksi, Indikator, dan Target yang Ditetapkan

1. Kesesuaian Rencana Aksi dengan Indikator Kinerja

a.

Secara umum, rencana aksi yang dirancang sudah memiliki indikator kinerja yang relevan.
Misalnya, pada rencana aksi "Memonitoring dokumen yang dipublikasikan pada PPID
Pelaksana", indikator kinerjanya adalah "Jumlah dokumen publik yang terpublish di PPID".
Hal ini menunjukkan bahwa indikator yang digunakan sudah sesuai dengan aksi yang akan
dilakukan.

. Namun, terdapat beberapa rencana aksi yang indikatornya kurang spesifik atau tidak jelas.

Contohnya, pada rencana aksi "Mengakomodir penyusunan inpassing Bapedalitbang tahun
2024", tidak ada indikator kinerja yang jelas untuk mengukur keberhasilan aksi tersebut.
Indikator yang lebih spesifik seperti "Jumlah PNS yang berhasil diinpassing" akan lebih baik.

2. Kesesuaian Target dengan Rencana AKksi

a.

Target yang ditetapkan dalam rencana aksi sebagian besar sudah realistis dan sesuai
dengan aksi yang akan dilakukan. Misalnya, target untuk "Memonitoring dokumen yang
dipublikasikan pada PPID Pelaksana" adalah 1-50 informasi publik dalam 12 bulan. Target
ini cukup realistis dan dapat diukur.

. Namun, ada beberapa target yang terlihat kurang spesifik atau terlalu umum. Contohnya,

pada rencana aksi "Menyusun Surat Keputusan pelaksanaan Kegiatan", targetnya adalah
"10-15 Surat Keputusan". Target ini tidak menjelaskan jenis kegiatan apa yang akan
dituangkan dalam Surat Keputusan tersebut, sehingga sulit untuk mengevaluasi
keberhasilannya.

3. Konsistensi Antara Rencana Aksi, Indikator, dan Target

a.

Secara keseluruhan, terdapat konsistensi antara rencana aksi, indikator, dan target yang
ditetapkan. Namun, ada beberapa rencana aksi yang tidak memiliki indikator atau target
yang jelas, seperti "Mengakomodir penyusunan KGB PNS Bapedalitbang". Hal ini dapat
menyulitkan dalam evaluasi kinerja nantinya.



B. Kesesuaian Rencana Aksi dengan Rencana Hasil Kerja
1. Kesesuaian dengan Sasaran Strategis

a. Rencana aksi yang dirancang secara umum sudah sejalan dengan sasaran strategis yang
telah ditetapkan. Misalnya, sasaran strategis "Meningkatnya layanan internal Bapedalitbang”
diwujudkan melalui rencana aksi seperti "Memonitoring dokumen yang dipublikasikan pada
PPID Pelaksana" dan "Mengakomodir pelaksanaan update data pegawai pada aplikasi
simpeg".

b. Namun, ada beberapa sasaran strategis yang tidak tercermin secara jelas dalam rencana
aksi. Contohnya, sasaran strategis "Meningkatnya inovasi bidang Sekretariat" hanya
diwujudkan melalui satu rencana aksi, yaitu "Memfasilitasi SK UK-UP Bapedalitbang". Hal
ini menunjukkan bahwa sasaran strategis tersebut belum sepenuhnya diintegrasikan ke
dalam rencana aksi.

2. Kesesuaian dengan Tujuan Jangka Panjang

a. Rencana aksi yang dirancang sudah mencerminkan upaya untuk mencapai tujuan jangka
panjang, seperti peningkatan kapasitas SDM dan pengelolaan barang milik daerah.
Misalnya, rencana aksi "Menyusun daftar fungsional perencana yang akan mengikuti
diklat/bimtek/pelatihan" sejalan dengan sasaran strategis "Meningkatnya Kapasitas SDM
Perencana Perangkat Daerah".

b. Namun, beberapa rencana aksi terlihat lebih bersifat administratif dan kurang mendukung
inovasi atau peningkatan kualitas layanan. Contohnya, rencana aksi "Menyusun Berita Acara
Pemegang Barang" lebih bersifat administratif dan kurang mendukung sasaran strategis
yang lebih besar.

3. Keterkaitan Antara Rencana Aksi dan Sasaran Strategis

Secara umum, rencana aksi sudah terkait dengan sasaran strategis, namun ada beberapa
rencana aksi yang kurang jelas kaitannya dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan.
Misalnya, rencana aksi "Memonitoring arsip inaktif" tidak secara langsung terkait dengan
sasaran strategis yang ada. Hal ini menunjukkan perlunya penyesuaian atau penjelasan lebih
lanjut mengenai keterkaitan antara rencana aksi dengan sasaran strategis.

Rekomendasi:
1. Perbaikan Indikator Kinerja

Indikator kinerja perlu diperjelas dan dibuat lebih spesifik, terutama untuk rencana aksi yang
saat ini tidak memiliki indikator yang jelas. Misalnya, pada rencana aksi "Mengakomodir
penyusunan inpassing Bapedalitbang tahun 2024", indikator kinerja yang lebih spesifik seperti
"Jumlah PNS yang berhasil diinpassing” perlu ditambahkan.



2. Penyesuaian Target

Target yang ditetapkan perlu lebih spesifik dan terukur. Misalnya, pada rencana aksi Menyusun
Surat Keputusan pelaksanaan Kegiatan", target perlu menjelaskan jenis kegiatan yang akan
dituangkan dalam Surat Keputusan tersebut.

3. Peningkatan Keterkaitan dengan Sasaran Strategis

Beberapa rencana aksi perlu disesuaikan agar lebih sejalan dengan sasaran strategis yang
telah ditetapkan. Misalnya, rencana aksi "Memonitoring arsip inaktif" perlu dikaitkan dengan
sasaran strategis yang lebih besar, seperti peningkatan efisiensi administrasi.

4. Penambahan Rencana Aksi untuk Sasaran Strategis Tertentu

Untuk sasaran strategis yang belum tercermin secara jelas dalam rencana aksi, seperti
"Meningkatnya inovasi bidang Sekretariat", perlu ditambahkan rencana aksi yang lebih spesifik
dan mendukung sasaran tersebut.

Laporan Analisis Rencana Aksi Perencana Madya Tahun 2024

A. Kesesuaian Rencana Aksi, Indikator, dan Target

Berdasarkan data yang terlampir, rencana aksi, indikator, dan target yang ditetapkan oleh
Perencana Ahli Madya menunjukkan tingkat kesesuaian yang cukup baik. Berikut adalah
analisis lebih lanjut:

1. Kesesuaian Rencana Aksi dengan Indikator dan Target:

a. Rencana Aksi Penyusunan Dokumen RAD Pangan dan Gizi:

o Indikator: Penyusunan Dokumen RAD Pangan dan Gizi.

o Target: 1 Dokumen.

o Kesesuaian: Rencana aksi ini memiliki indikator dan target yang jelas, yaitu menghasilkan
satu dokumen RAD Pangan dan Gizi. Target ini realistis dan dapat diukur.

b. Rencana Aksi Koordinasi Penyusunan Peluang Investasi di Kabupaten Pesisir Selatan:

o Indikator: Koordinasi Penyusunan Peluang Investasi.

o Target: 6 Kali Rapat.

o Kesesuaian: Indikator dan target sesuai dengan rencana aksi, yaitu melakukan
koordinasimelalui rapat sebanyak 6 kali. Target ini terukur dan realistis.

¢. Rencana Aksi Penurunan dan Pencegahan Stunting:

o Indikator: Koordinasi upaya penurunan dan pencegahan stunting.

o Target: 3 Kali Rapat dan 15 Dokumen.

o Kesesuaian: Rencana aksi ini memiliki indikator dan target yang jelas, yaitu melakukan
koordinasi melalui rapat dan menghasilkan dokumen terkait pencegahan stunting. Target ini
terukur dan sesuai dengan tujuan penurunan stunting.

d. Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan:

o Indikator: Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

o Target: 3 Kali Rapat dan 3 Dokumen.



o Kesesuaian: Indikator dan target sesuai dengan rencana aksi, yaitu melakukan koordinasi
melalui rapat dan menghasilkan dokumen penanggulangan kemiskinan. Target ini realistis
dan terukur.

. Rencana Aksi Penyusunan Dokumen RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan 2025-2029:

o Indikator: Penyusunan Dokumen RPJMD.

o Target: 1 Dokumen.

o Kesesuaian: Rencana aksi ini memiliki indikator dan target yang jelas, yaitu menghasilkan
satu dokumen RPJMD. Target ini realistis dan dapat diukur.

Rencana Aksi Penyusunan Dokumen Keselarasan Rencana Kerja OPD:

o Indikator: Penyusunan Dokumen Renja OPD.

o Target: 3 Dokumen.

o Kesesuaian: Indikator dan target sesuai dengan rencana aksi, yaitu menghasilkan dokumen
rencana kerja OPD yang berkaitan dengan bidang PPM. Target ini terukur dan realistis.

. Kesesuaian Rencana Aksi dengan Sasaran Strategis:

Rencana aksi yang dirancang telah sesuai dengan sasaran strategis yang ditetapkan, seperti
penyusunan dokumen RAD Pangan dan Gizi, penanggulangan kemiskinan, pencegahan
stunting, dan penyusunan dokumen perencanaan daerah. Setiap rencana aksi memiliki
indikator dan target yang mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut.

. Kesesuaian Rencana Aksi dengan Rencana Hasil Kerja
. Kesesuaian Rencana Aksi dengan Rencana Hasil Kerja:

o Rencana Hasil Kerja: Rencana hasil kerja mencakup penyusunan dokumen perencanaan
daerah, penanggulangan kemiskinan, pencegahan stunting, dan peningkatan keselarasan
dokumen perencanaan daerah.

o Rencana Aksi: Rencana aksi yang dirancang telah mencakup semua aspek yang disebutkan
dalam rencana hasil kerja. Misalnya, penyusunan dokumen RAD Pangan dan Gizi,
koordinasi penanggulangan kemiskinan, dan upaya pencegahan stunting telah
diintegrasikan dalam rencana aksi.

. Konsistensi antara Rencana Aksi dan Rencana Hasil Kerja:

Rencana aksi yang dirancang konsisten dengan rencana hasil kerja. Setiap rencana aksi
memiliki indikator dan target yang mendukung pencapaian hasil kerja yang diharapkan.
Misalnya, penyusunan dokumen RPJMD dan RAD Pangan dan Gizi merupakan bagian dari
rencana hasil kerja yang berkaitan dengan penyusunan dokumen perencanaan daerah.

. Keterkaitan antara Rencana Aksi dan Sasaran Strategis:

Rencana aksi yang dirancang memiliki keterkaitan yang erat dengan sasaran strategis.
Misalnya, rencana aksi penanggulangan kemiskinan dan pencegahan stunting langsung
berkaitan dengan sasaran strategis penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting.

Rekomendasi

1. Perlu adanya monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa setiap rencana

aksi dapat mencapai target yang telah ditetapkan.



2. Koordinasi antar pihak terkait perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa setiap rencana aksi
dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

3. Dokumentasi yang baik dari setiap rapat dan hasil kerja perlu dilakukan untuk memastikan
transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan rencana aksi.

Kesimpulan

Secara umum, rencana aksi yang dirancang oleh Perencana Ahli Madya telah sesuai dengan
indikator dan target yang ditetapkan. Selain itu, rencana aksi juga telah selaras dengan rencana
hasil kerja dan sasaran strategis yang ingin dicapai. Dengan pelaksanaan yang baik dan
monitoring yang teratur, target yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan efektif.



Dokumentasi
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PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PERENCANAAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

JIn. Jend. Sudirman Nomor 532 Sago, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Telepon/Faksimile (0756) 7464085
Laman https://bappedalitbang.pesisirselatankab.qo.id/ Pos-el bappedalitbang@mail.pesisirselatankab.go.id

Pesisir Selatan, 2 Juli 2025

Nomor : 000.7.2/113/Bapedalitbang/2025
Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal . Rapat Penyusunan Rancangan

Akhir Renstra dan Evaluasi Kegiatan

Yth. Sdr/i. ASN Lingkup Bapedalitbang
Kab. Pesisir Selatan
di
Tempat

Sehubungan dengan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra)
Badan Perencanaan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bapedalitbang) Kabupaten
Pesisir Selatan Tahun 2025-2029, progres pelaksanaan kegiatan dan kinerja semester |
tahun anggaran 2025, maka diundang Saudara/i untuk hadir pada :

Hari/Tanggal : Jum'at / 4 Juli 2025

Pukul :09.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Bapedalitbang Lt. 2
Acara : 1. Pembahasan Rankhir Renstra Bapedalitbang Tahun 2025-2029

2. Pembahasan Progres Pelaksanaan Kegiatan Semester |
3. Evaluasi Kinerja Semester |

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

KEPALA BAPEDALITBANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Hadi Susilo, S.STP., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197705221997031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oloh Balai Bosar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Harl /Tanggal  :

Tempat

Acara

DAFTAR HADIR

we'at [ 4 gy 2006

fuany  Roput  Bopedaronns Lt 2
Gapw Polyururen  Patcansan  Avwi  Pentra du Guawast Yestaton

NO. NAMA /P JABATAN BIDANG TANDA TANGAN
et [ty Gkl G

| Brones Catsngan, |1 It vz€?) (Lo ISR ()
3 J}UDI A L KabrA PsDaw I NA i
(e M\ [y | WA . %—
Y PP s Y /

5 | SEL A \| Regercone thudey seer <t : 5(%«
i '\:'_0‘1 E2a Sag':h:- | feren canc ' PSP Atk i "!i YH

s |Elce Desimahyanh|P| lkup Soxretarict e .
s | Sovia ot el JFT prery IR A
0| Ao A - Ll Perenc . (Bqu}Lk, Pomic. - ¢ 10\ 07 .

n | Wi oy o L Peanriu GhAn 1

2 | - Mlastin L| eer Fevangan |

= | RZKL U| Cevencono Wockgop Selaetooh [ .

| Doary e L| Qaemtan Mhd M -~ &
5 |Quiretes Dsuni | 0] Slangisa i e
| 1IkvAar Ll teventono ffm \ {}\ﬂ
Y i W A A Sk ¥ /

| Yrti Bane  |p| vtk fpetdan | opatu \ }%
19 Tas_ bueybei 9 ﬂ-ﬂ‘l@‘;\l / {owrt 19-—4;

o Mo PAVGESTY (L] MAGAW 6 Ps DAl A © By
2| Musniel’ p| fors - Perakion, | Sofetan-t 2 h, [

z | gva Susank Pl Pk PPA 2 A

= | Wiy €.V Y| fert~ jer~ B, _

X ?“P’TO s L] Awevs, I‘ 1 TEn. L\"\'bbq ﬂ‘\ /“ -

5| Tous Sk It | e Pph =L/

* | Degr Guwseo, | U LVWBa o 7 (U(\/RG_,_:

7 | Deary Wrawre  |€1 BT Bapedodibly PSOAIK i@/

5 | Pelie YUt | % sdeckaanl e A
v Joreorl Y| Uitiemg O P

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

BIDANG

TANDA TANGAN

NO. NAMA ye JABATAN /

a | et Whvawin D [0 gmenwiord Lttsmg - ﬂ# y/A

£ 7/0\5‘ A P |ble ! P Lon (

o | ot M (V] e Loy Bochest |3 P I,

- » Y= Q,Q(L
= [ Desoalan. eV Lot = v
36 Owwﬂ“\ . 35r£;
3 «1\\)0\'{41\? & . o 37 ¢l/ .

<[ fop eadz || CnaoaRhum | faehrUWlg | o =

» 5:,/ fomninA L \ ) £ ppadalitfobe |

0 N D oY v T S NPT o
o [Popd W (U Payedlifieny | ommee— | ,

a2 'LV(Y(‘ L}(\Ya Con F Pw?qna Muo\»/ &Pedah‘ybavv\ (,1 ' =Y
a3 LGQML'\‘\ P F’L&PD 2 AQ‘—(/M |71
“ | Abvioldt Wiva & P-T-h—\aw — — |«

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
K:i BADAN PERENCANAAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Jin. Jend. Sudirman Nomor 532 Sago, Kabupaten Pesisir Selatan,
Sumatera Barat 25651 Telepon/Faksimile (0756) 7464085
Laman https://bappedalitbang.pesisirselatankab.go.id/ Pos-el

bapedalitbang@pesisirselatankab.go.id

NOTULA
Sidang/Rapat : Rapat
Hari/Tanggal : Jum’at / 4 Juli 2025
Surat : Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan

Pengembangan Nomor : 0007.2./113/Bapedalitbang/2025

Waktu Sidang/Rapat  : 09.00 WIB
Acara : Pembahasan Rankhir Renstra Bapedalitbang Tahun 2025-
2029 dan Evaluasi Kegiatan Semester | Tahun 2025

Pimpinan Sidang/Rapat
Ketua : Febriadi, S.S.
Pencatat - Rizki, S.E.

Peserta Sidang/Rapat : 1. Kepala Bapedalitbang
2. Sekretaris Bapedalitbang
3. ASN Lingkup Bapedalitbang

Kegiatan Sidang/Rapat :

1. Rencana Strategis (Renstra) Bapedalitbang Tahun 2025-2029 telah memasuki
tahap Rancangan Akhir dan akan diiinput ke dalam Aplikasi E Sakip dan SIPD RI.

2. Secara keseluruhan Rancangan Akhir Renstra Bapedalitbang telah sesuai dengan
Inmendagri Nomor 2 tahun 2025 namun perlu ada penyempurnaan pada Bab ll|
dan Bab IV.

3. Untuk realisasi keuangan Bapedalitbang sampai pada Juni 2025 adalah sebesar
40%, dengan belanja pegawai masih bersisi sebesar Rp. 1.007.000.000,-.

4. Bidang P2EPD masih rendah dalam realisasi keuangannya. Hal ini disebabkan
oleh adanya biaya makan minum yang belum bisa dibayarkan dan harus
menunggu perubahan anggaran. Rata-rata realisasi Bidang P2EPD adalah 46%,
dengan rincian realisasi keuangan kegiatan koordinasi penyusunan dokumen
perencanaan sebesar 50%. Kegiatan analisa data sebesar Rp 1.483.400 atau
sebesar 9%. Untuk kegiatan pembinaan data realisasinya dalah Rp. 777.777,-
atau sebesar 60%.

5. Realisasi kegiatan pada Bidang Sekretariat yaitu Rp 447.400.00 atau sebesar
40% untuk kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
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6. Pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) memiliki pagu
anggaran sebesar Rp 128.000.000 dengan realisasi sampai pada bulan Juni 2025
yaitu Rp. 49.000.000,- atau sebesar 39%.

7. Bidang PSDAIK masih terdapat 16 kegiatan yang belum terealisasi.

8. Untuk Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang) memiliki pagu Rp.
200.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 20.000.000 atau 10%.

9. Batas pengajuan GU adalah pada 30 Oktober 2025 dan batas akhir pengajuan LS
adalah pada minggu | November 2025.

10. Operator Aplikasi Simbangda agar mengupdate E Simbangda.

11. Jika target terlalu tinggi di Simbangda, sebaiknya target diubah agar deviasinya
tidak terlalu besar.

12. Untuk evaluasi kinerja harus ada kesesuaian antara rencana aksi dengan sasaran
kinerja atasan langsung yang diintervensi.

13. Dokumentasi Rapat :
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Pimpinan Sidang/Rapat,
Kepala

Febr .
Penata Tk.| (lll/d)
NIP. 198202102010011034
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